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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015
tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi kepada Petani Perspektif
Siyasah Maliyah (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara)” yang disusun oleh Anggi Riani, NIM 2113030168,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam
Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidaktepatan
sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi yang menyebabkan banyak petani
di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara kesulitan
memperoleh pupuk. Berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang
pendistribusian pupuk subsidi terjadi banyak penyimpangan masalah yang
ada di lapangan khususnya para petani yang dirugikan dikarenakan mereka
sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi. Penelitian ini merumuskan tiga
pokok permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perbup No. 1 Tahun
2015 dalam pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir, (2) Apa
saja kendala yang dihadapi, dan (3) Bagaimana pandangan Siyasah Maliyah
terhadap sistem distribusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Sumber data dalam
penelitian ini adalah Kepala Desa Tanjung Pasir, Kios pengecer, Kelompok
tani, dan petani di Desa Tanjung Pasir. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015
tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir sudah
terlaksana, walau masih ada keluhan dari petani terhadap harga di atas HET
(Harga Eceran Tertinggi) dan kurangnya pupuk yang masuk ke kios
pengecer. Selain itu, terdapat keterlambatan masuknya pupuk dari
distributor akibat kendala keterlambatan produksi, distribusi serentak di
berbagai daerah, dan faktor cuaca buruk yang menghambat transportasi.
Dalam perspektif Siyasah Maliyah, distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat
sasaran bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan
ini belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil, sehingga belum
mencerminkan nilai-nilai Magqgashid Syariah, khususnya dalam menjaga
keberlanjutan ekonomi dan pangan nasional.

Kata Kunci: Implementasi, Siyasah Maliyah, Pendistribusian.

viil



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.........cosmmmmmmmmmmmsssssssssssns i
HALAMAN PENGESAHAN ....ccooimmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssasases ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ...ccounmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssss iii
HALAMAN PUBLIKASI ILMIAH ...ccconnmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssss iv
KATA PENGANTAR....cmmmmisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasases \'
ABSTRAK ..ottt s s sas viii
DAFTAR ISL s ssssses ix
BAB I PENDAHULUAN ..o sssssssssssssssssssssssssssssssns 1
1.1 Latar BelaKang ... sesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 1
1.2 Rumusan Masalah ... 7
1.3 Pertanyaan Penelitian ... 7
1.4 Tujuan Penelitian ... sessssssesssssssssessseses 8
1.5 Signifikansi Penelitian ... 8
1.6 Studi lIteratur. i 9
1.7 Landasan Teorl.... s 10
1.8 Metode Penelitian .........cieneesninsessssssiissesssssessessesssssssssssssesssssens 13
BAB II TEORI IMPLEMENTASI HUKUM, PENDISTRIBUSIAN,
DAN SIYASAH MALIYAH..........covinssisisismnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 17
2.1 Implementasi HUKUM ... sesssesens 17
2.1.1 Pengertian Implementasi Hukum ..........ccovnvneinirnsinennns 17
2.1.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
KEDijaKan ... sssssssssssssssens 19
2.1.3 Kebijakan PubliK......ccci it 21
2.2 _Pendisqibusiag LN LML L AN L N A AL L 23
2.2.1 Pengertian Pendistribusian ......coneenenenneneeneeneenees 23
2.2.2 Sistem Saluran Pendistribusian ... 27
2.2.3 Kebijakan Saluran Pendistribusian..........nnnnn 29
2.3 S1YASAN MQAIIY AR .ot 31
2.3.1 Pengertian Siyasah MaliyQnh ........oronensnenessesseseenens 31
2.3.2  Sumber Hukum Siyasah MaliyQh............coeovivveeniroverneeen. 34
2.3.3 Prinsip Dasar Siyasah MaliyQh ..........nencensenseenenees 35
2.3.4 Ruang Lingkup Siyasah MaliyQh.............coovmevervvevnecrenenn. 39
BAB IIl MONOGRAFI DESA TANJUNG PASIR KABUPATEN LANGKAT.......46
3.1 Letak Geografis Desa Tanjung Pasir.......nsenenne. 46
3.2 Sosial Budaya Desa Tanjung Pasir......ooneneensenesnesseeseeneens 48
3.3 Mata Pencaharian Desa Tanjung Pasir.......oneneencencesnenennens 49
3.4 Pendidikan dan Keagamaan Desa Tanjung Pasir .........ccocouenneene. 50

DAFTAR ISI

ix



BAB IV TINJAUAN SIYASAH MALIYAH DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATINO 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDL......ccconmmmmmmmmsmssssssssssssssssssassssas 57
4.1 Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015

Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir

Kabupaten Langkat Sumatera Utara........comensenesnenessenssseenens 57
4.2 Hambatan dan Kendala Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada

Petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Sumatera Utara.....sses 70
4.3 Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pendistribusian Pupuk

Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

SUMALEra ULAra... e s sssesesesssesesesssssssesesssssesesessasssssessassssens 78

BAB V PENUTUP.....oiirnmnmssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnssassnssnsns 85
5.1 KeSIMPUIAN ..t sessssssssssssssesssans 85

5.2 Saramn......... 0., . "SI ..........c.cccovsmersasessnsnsassmsssamassanaens 86
DAFTAR PUSTAKA .ccrtinnsssssissssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnssnssnsans 87
.10 0 1271, (. SO (U S S — 91



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan
produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus
mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan
meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui
subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai
dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET),
besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2003. Namun
demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan
pupuk yang memadai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah
ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum
sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan
penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran, kebocoran
penyaluran pupuk subsidi petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga
menimbulkan kelangkaan. (Agus Purwanto, 1991)

Pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan petani. Pupuk
subsidi diberikan dalam bentuk pengurangan harga jual pupuk kepada
petani. Tujuan dari pupuk subsidi adalah untuk meningkatkan produktivitas
pertanian dan kesejahteraan petani. Pupuk subsidi diharapkan dapat
membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau
sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Sedangkan Pupuk non subsidi
adalah pupuk yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah perbedaan
utama antara pupuk subsidi dan non subsidi adalah harga yang lebih jauh
mahal dari pupuk subsidi. Pupuk subsidi lebih terjangkau karena
mendapatkan harga subsidi dari pemerintah. (Abdi Syolhan, 2021)



Regulasi Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015 Tentang alokasi
dan peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi tertera dalam Pasal 2 Ayat
1 yang berbunyi:

Pasal 2

1. Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang Alokasi dan Pendistribusian
Pupuk Subsidi pada Petani diatur dalam ketentuan Perda Kabupaten Langkat
No 1 Tahun 2015 yang mencakup ketentuan alokasi Pendistribusian Pupuk
Subsidi, Penyaluran Pupuk Subsidi, dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk
Subsidi diperuntukkan bagi Petani, pekebun, peternak, yang mengusahakan
lahan paling luas 2 (dua) hektar per kelompok tani setiap musim tanam
kecuali pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar per
kelompok tani. (Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015)

Pupuk bersubsidi merupakan satu sarana produksi yang
ketersediaannya disubsidi oleh pemerintah untuk petani, termasuk petani
yang kebutuhan per sub sektor dan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya diatur
dengan Peraturan Menteri No 41 Tahun 2021. Pemberian pupuk bersubsidi
dapat meningkatkan jumlah konsumsi pupuk. Di satu sisi peningkatan jumlah
konsumsi pupuk memberikan efek positif berupa peningkatan produksi,
tetapi di sisi lain dapat meningkatkan anggaran subsidi yang harus
dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan  Peraturan Menteri ~Perdagangan No. 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
untuk sektor pertanian alur distribusi pupuk dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Pupuk diproduksi oleh perusahaan di lini [ yakni lokasi gudang pupuk di
wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan
tujuan untuk pupuk impor. Dari lini I pupuk dikirim ke lokasi gudang
produsen di wilayah ibu kota Provinsi dan atau Unit pengantongan
pupuk (UPP) atau diluar pelabuhan (Lini II).

2. Setelah pupuk dikemas dalam kantong maka pupuk dikirim ke lokasi
gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang

ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III). Distributor adalah



perusahaan perorangan atau badan usaha tanah baik berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk
melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk
bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanjung jawabnya untuk dijual
kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk.

3. Setelah dari distributor pupuk kemudian dijual kepada petani dan atau
kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuk (Lini IV). Pengecer resmi
selanjutnya disebut pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan
badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum yang berkedudukan di Kecamatan atas Desa yang ditunjuk oleh
distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk
bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada petani
atau kelompok tani. (Bagus Pratama,2020).

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran
Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi (pengecer) yang ditunjuk
oleh distributor. Menurut Pasal 2 ayat 1 Perbup Langkat No 1 Tahun 2015
Tentang peruntukan dan kebutuhan pupuk subsidi bahwa sasaran pengguna
pupuk bersubsidi adalah petani yang mengusahakan lahan paling luas 2
(dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, Kebijakan ini
bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan
penggunaan pupuk untuk usaha taninya, sehingga dapat meningkatkan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung
ketahanan pangan nasional. (Pasal 2 Ayat 1 Perbup No 1 Tahun 2015).

Alokasi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang merupakan harga
tertinggi yang ditetapkan pemerintah untuk pupuk subsidi tertuang dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi Tahun 2021-2025

No | Jenis Pupuk | Harga Eceran Tertinggi Harga Eceran Tertinggi
(HET) Per/kg (HET) Per/Zak




1 Urea Rp. 2.250 Rp. 112.500 (50kg)

2 NPK Rp. 2.300 Rp. 115.000 (50kg)
Phonska

3 NPK Rp. 3.300 Rp. 165.000 (50kg)
Formula

4 Pupuk Rp. 800 Rp. 32.000 (40kg)
Organik

Sumber: Permentan Nomor 41 Tahun 2021-2025

Syarat untuk mendapatkan Pupuk Subsidi dari Pemerintah

diantaranya sebagai berikut:

1.

i > W N

Memiliki usaha tani seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah,
bawang putih, dan lain lain

Memiliki lahan maksimal 2 hektar/ per Kelompok Tani

Terdaftar dalam Kelompok Tani

Memiliki KK dan KTP

Terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Berikut di lampirkan dalam tabel data petani yang tidak mendapatkan

pupuk subsidi tahun 2025 yang nama nya sudah di ajukan dalam RDKK

(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi Januari 2025
No Nama Petani NIK Alamat Luas
Lahan
1 | Lilis Suryani 1205154404740001 | Tanjung 0,8 Ha
Pasir
2 | Ahmadi 1205150309750003 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir
3 | M. Sabri 1205150605800002 | Tanjung 1 Ha
Pasir
4 | Matmuri 1205150804670003 | Tanjung 1 Ha
Pasir




5 | Marioto 1205150810640001 | Tanjung 1.1 Ha
Pasir

6 | Aidil Nurmansyah 1205186287900003 | Tanjung 1 Ha
Pasir

7 | Endi Juliandy 1205181307830001 | Tanjung 0.6 Ha
Pasir

8 | Agus Salim 1205151508750003 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir

9 [M. Herman Januar|1205151601680001 [ Tanjung 1.2 Ha
Sorongan Pasir

10 | M. Azmi 1205151311710003 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir

11 | Kiki Suheri 1206151707850005 | Tanjung 0.6 Ha
Pasir

12 | Mogi Sahputra 1205180503780001 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir

13 [ Kamaruddin 1205180408760001 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir

14 | Muhammad Syafi'i 1205151506950002 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir

15 | Irpan Maulana 1205151107010001 | Tanjung 1 Ha
Pasir

Sumber: Data Kelompok Tani Januari 2025

Luas area pertanian di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Tanjung
Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dengan kepemilikkan luas area pertanian
wilayah seluas *1.065 hektar, atau sekitar 6,36% dari luas Kecamatan
Pangkalan Susu kurang lebih mencapai 500 ton per tahun dengan luas lahan
65 hektare per kelompok tani. Desa Tanjung Pasir merupakan mayoritas
penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani, namun yang paling
relevan yaitu petani padi sehingga petani selalu mengharapkan untuk
mendapatkan pupuk Subsidi dari pemerintah yang didapatkan melalui

kelompok tani. Pendistribusian pupuk subsidi berkaitan erat dengan Siyasah



Maliyah, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam Islam yang
bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pemerintah bertindak
sebagai pengelola harta publik yang wajib menyalurkan pupuk subsidi secara
adil, transparan, dan tepat sasaran, terutama kepada petani kecil. Subsidi
pupuk merupakan bentuk kepentingan umum karena membantu biaya
produksi pertanian dan menjaga ketahanan pangan. Dalam Siyasah Maliyah
juga menekankan pentingnya:

1. Keadilan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan,

2. Amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi,

3. Pengawasan untuk mencegah penyimpangan atau penyelewengan.

Dengan demikian, distribusi pupuk subsidi yang baik sejalan dengan
prinsip-prinsip Siyasah Maliyah dalam menciptakan keadilan dan
kesejahteraan masyarakat secara Islami. Kelangkaan pupuk subsidi
umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti data penerima subsidi
yang tidak akurat, distribusi yang tidak merata, serta lemahnya pengawasan
terhadap rantai distribusi. Selain itu, permainan oknum yang menyalurkan
pupuk subsidi ke pihak yang tidak berhak atau menjualnya di atas Harga
Eceran Tertinggi (HET). Akibatnya, banyak petani yang Kkesulitan
mendapatkan pupuk tepat waktu dan harus membeli pupuk nonsubsidi
dengan harga yang jauh lebih mahal.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem
pendistribusian pupuk subsidi, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun
transparansi data penerima. Perbaikan sistem distribusi yang efisien dan adil
menjadi kunci untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan menjaga stabilitas
harga, sekaligus memastikan kebijakan subsidi benar-benar tepat sasaran
dan berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Sebagaimana Firman Allah
SWT dalam Q.s al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:
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Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (Janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui’. (Q.s al- Bagarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan menghindari
perbuatan yang merugikan. Dalam konteks ini menegaskan pentingnya
memastikan bahwa pupuk subsidi tersebut disalurkan dengan adil kepada
petani yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak
berhak.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen ke petani harus
sesuai dengan enam prinsip tepat yaitu: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga,
tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Panjangnya alur distribusi pupuk
bersubsidi menyebabkan rentan terjadinya penyimpangan seperti yang
terjadi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Salah satu
hal yang terkadang dikeluhkan oleh masyarakat petani yaitu harga pupuk
yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul penelitian
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI KEPADA PETANI PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH (Studi Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan sebagai berikut:
Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang
pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara perspektif Siyasah Maliyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang di atas maka dapat di simpulkan

pertanyaan penelitian sebagai berikut:



1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015
tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten
Langkat Sumatera Utara?

2. Apa saja hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada
petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pendistribusian pupuk
subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun
2015 Tentang pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir
Kabupaten Langkat Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala pendistribusian pupuk subsidi
kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pendistribusian
pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Sumatera Utara

1.5 Signifikansi Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan secara umum, khususnya mengenai Implementasi
pendistribusian pupuk subsidi pada petani padi. Selebihnya hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk
pengembangan penelitian sejenis dan sebagai bahan untuk memberikan
masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan di sektor

pertanian.



2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
merancang sebuah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan
petani serta sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan instansi
terkait agar dalam melaksanakan kebijakan subsidi pupuk dapat
terwujud dengan benar dan mampu meningkatkan pembangunan dan
kesejahteraan petani Indonesia terutama di Desa Tanjung Pasir
Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pembahasan dari beberapa penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang

Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah Maliyah.

Maka dalam bentuk makalah, artikel, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan

lainnya. Maka untuk memposisikan karya tulis ini, penulis perlu

memaparkan beberapa penelitian yang sebelumnya diantaranya sebagai
berikut:

1. Skripsi (Rafnel Azhari 2019), Mahasiswa Universitas Sumatera Utara
Jurusan Ilmu Hukum dengan judul “Implementasi Pendistribusian Pupuk
Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat
Kabupaten Deli Serdang”. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu
“Bagaimana pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi kepada petani di
Desa Babalan Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang”.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Babalan
Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Deli Serdang proses pelaksanaan
pupuk subsidi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang
telah ditetapkan. Namun, masih ada masalah yang terjadi, seperti RDKK
yang disusun sendiri oleh petani tanpa didampingi oleh penyuluh, dan
kurangnya keaktifan kelompok tani dalam musywarah untuk menyusun
RDKK, sehingga RDKK yang digunakan adalah RDKK yang disusun pada

tahun sebelumnya, sehingga pengecer juga dapat menggunakan RDKK
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kelompok tani pada tahun sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian penulis yang membahas tentang Implementasi Peraturan
Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi
Perspektif Siyasah Maliyah. (Rafnel Azhari, 2019).

2. Skripsi yang di tulis oleh (Mustika 2018) Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan
judul “Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020 Terhadap
Pendistribusian Pupuk Subsidi Studi Desa Beireun Kabupaten Aceh
Timur Perspektif Ekonomi Syariah”. Rumusan masalah dari skripsi ini
yaitu “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri No 49 Tahun 2020
berdasarkan hukum ekonomi syariah”. Kesimpulan dari hasil penelitian
ini pelaksanaan implementasi pendistribusianya belum terlaksana
dengan baik sesuai dengan Ekonomi Islam, dengan alasan mengenai
penetapan harga pupuk yang bersubsidi yang masih terbilang mahal saat
di salurkan ke petani dan ketidakcukupan pemakaian pupuk yang masih
sangat meresahkan para petani, artinya petani belum merasa sejahtera
dan merasa belum mendapat keadilan terkait dengan harga pupuk jika
dibandingan dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan pengeluaran
salama musim tanam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis
yang membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun
2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Perspektif Siyasah Maliyah.
(Mustika, 2018)

1.7 Kerangka Teori
1. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu
peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak
ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya
apabila telah dilakukan implementasi terhadap Kkebijakan tersebut.

Implementasi merupakan kegiatan yang terpenting dari keseluruhan proses
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perencanaan peraturan atau kebijakan. Jadi implementasi merupakan cara
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan
publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian
aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan. Jadi implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuan. (Dalimunthe,2021).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh
Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan
mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang
mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk
menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

George Edwards III (1980), menjelaskan tentang implementasi
sebagai: isu utama kebijakan adalah kurangnya perhatian terhadap
implementasi kebijakan publik. Ditegaskan dengan kuat bahwa tanpa
implementasi efektif, keputusan pembuat Kkebijakan tidak akan berhasil
diwujudkan. Oleh karena itu Edwards menekankan untuk memperhatikan
empat isu utama, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur
birokrasi."

2. Pendistribusian

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris distribution yang berarti
penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
distribusi adalah penyaluran (pembagian,pengiriman) kepada beberapa
orang atau kebeberapa tempat pembagian barang keperluan sehari-hari

(terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri,
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penduduk dan sebagainya, atau pendistribusian sama dengan proses, cara,
perbuatan mendistribusikan.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang
sangat penting dilakukan dalam hal pemasaran yaitu untuk mengembangkan
dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan
konsumen sesuai dengan kadar jumlah waktu yang telah ditentukan.
Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting
sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat
proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau
pemakai.

Pendistribusian pupuk adalah proses penyaluran pupuk dari
produsen ke konsumen, yaitu petani melalui penyaluran, pembagian atau
pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Pupuk
subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi
dari pemerintah untuk petani yang memenuhi persyaratan. Tujuannya
adalah agar petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau
sehingga dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan.

3. Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata («ts (3o Al (sasa, yasusu, siyasatan)
yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini
mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup
sesuatu. pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada juga mengartikan
siyasah sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban
dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal. Secara terminologis, Abdul
Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundangan
yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan (Igbal

2014).
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Secara etimologi, siyasah merujuk pada pemerintahan, pengambilan
serta keputusan, penciptaan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, dan
rekayasa. Sementara itu, secara terminologi siyasah berarti pengelolaan
kebaikan umat manusia menurut syara. Sedangkan yang dimaksud dengan
siyasah maliyah adalah cabang [lmu Figh yang mengkaji sistem pengelolaan
keuangan publik, mencakup perencanaan, penganggaran, dan pengawasan
keuangan negara, serta distribusi pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan
syariah. Politik keuangan yang dimaksud bagi sebuah negara adalah
pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan penggunaan keuangan, yang
dipakai untuk memenuhi pembiayaan kepentingan publik, tanpa harus
mengorbankan kepentingan pribadi dan kepentingan yang bersifat tertentu.
Pengaturan dalam siyasah maliyah ditujukan untuk Kkesejahteraan
masyarakat.

1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian

Sebagaimana terlihat dari judul penelitian ini, objek penelitian penulis
ialah Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang
Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah Maliyah.
Terkait substansi yang dibahas, maka penelitian ini merupakan penelitian
lapangan atau Field Research (Sugiyono,2015). Artinya suatu penelitian yang
dilakukan secara sistemastis, teratur dan mendalam dengan mengangkat
data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini merupakan suatu
proses penelitian yang bersumber pada pengamatan. Penelitian yang
dilakukan tanpa menggunakan pengolahan data dengan angka-angka
melainkan dengan hasil pengamatan peneliti terhadap fenomena yang terjadi
dalam masyarakat. (Moleong, Lexy ]. (2007).

1.8.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten

Langkat Sumatera Utara. Alasan penulis mengambil lokasi di Kabupaten
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Langkat Sumatera Utara dikarenakan adanya kelangkaan pupuk subsidi bagi
petani.
1.8.3 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data
tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Sumber Data Primer
Data Primer adalah jenis data yang langsung didapat dari narasumber
penelitian yaitu Dinas Pertanian, ketu kelompok tani, Kepala Desa Tanjung
Pasir, kios pengecer pupuk subsidi, serta petani di Desa Tanjung Pasir
Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara. baik dengan
melakukan wawancara langsung dengan petani padi dengan menggunakan
kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
Sedangkan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa
identitas responden, luas lahan, pengalaman usaha tani, kesesuaian indikator
enam tepat yaitu tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan
tepat jenis, dan tepat mutu pada distribusi pupuk bersubsidi serta persepsi
petani dalam memperoleh pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten
Langkat Sumatera Utara.
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi terkait, studi
kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, publikasi
maupun penelitian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan
penelitian ini.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah;
1. Observasi yaitu peneliti melakukan observasi dengan pengumpulan data
dengan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati bagaimana

proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang terjadi di tempat



15

penelitian yaitu di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu
Kabupaten Langkat Sumatera Utara

2. Wawancara, merupakan cara mengumpulkan data apabila peneliti ingin
memperoleh informasi dari responden yang mendalam dengan jumlah
responden. Wawancara dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan
informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk
memperoleh informasi berupa identitas responden, luas lahan,
penalaman usahatani, informasi mendalam mengenai lima indikator
tepat dalam distribusi pupuk subsidi, dan persepsi petani dalam
memperoleh pupuk subsidi. Wawancara akan dilakukan dengan
menggunakan pedoman wawancara yaitu berupa pertanyaan yang
diajukan kepada informan yang bersumber dari Dinas Pertanian, petani,
kios pengecer, yang berhubungan dengan Pendistribusian Penyaluran
Pupuk Subsidi.

3. Dokumentasi, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk
melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta
menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan
topik yang dibahas. Dokumentasi dalam penelitian adalah dimana
peneliti melakukan dokumentasi untuk mencatat informasi dari Petani di
Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat
Sumatera Utara, seperti pengambilan gambar pada saat melakukan
wawancara bersama responden sebagai bukti fisik penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data
Setelah seluruh data penelitian terkumpul melalui wawancara dengan
petani, ketua kelompok tani, kios pengecer, Dinas Pertanian serta observasi
langsung di lapangan dan pengumpulan dokumen terkait, peneliti kemudian
melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Analisis ini dilakukan dengan menyusun data secara naratif agar lebih mudah
dipahami dan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan

di lapangan. (Imam Gunawan, 2008).
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Langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mereduksi data, yaitu
menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang telah diperoleh, sehingga
hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan.
Misalnya, dari berbagai keterangan petani, peneliti memusatkan perhatian
pada persoalan mekanisme distribusi pupuk, kendala yang dihadapi, serta
kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan Peraturan Bupati No. 1 Tahun
2015.

Langkah kedua adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif.
Data yang sebelumnya masih berupa catatan lapangan, hasil wawancara,
maupun dokumen resmi kemudian dirangkai dalam deskripsi yang
sistematis. Narasi ini menggambarkan bagaimana proses pendistribusian
pupuk subsidi berlangsung di Desa Tanjung Pasir, siapa saja pihak yang
terlibat, bagaimana prosedur dilaksanakan, serta kendala dan solusi yang
muncul di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara
menghubungkan data lapangan dengan teori yang relevan, khususnya
tinjauan Siyasah Maliyah. Dengan demikian, analisis tidak hanya berhenti
pada deskripsi faktual, tetapi juga memberikan interpretasi normatif, yaitu
sejauh mana kebijakan distribusi pupuk subsidi tersebut sejalan dengan
prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

Melalui teknik analisis naratif ini, penelitian diharapkan mampu
menggambarkan secara objektif kenyataan di lapangan sekaligus
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di Desa Tanjung Pasir.



BAB 11
TEORI IMPLEMENTASI, PENDISTRIBUSIAN, DAN SIYASAH MALIYAH

2.1 Implementasi
2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan
pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola
input untuk menghasilkan hasil bagi masyarakat. Tahap implementasi
kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan.
Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika,
dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi,
permintaan atau dukungan dari masyarakat.

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki
logika, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi
tindakan konkrit. Edward, menyatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara
individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai
tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha
untuk  mengubah = keputusan-keputusan ~menjadi = tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan
oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Implementasi menurut Edward, menjelaskan bahwa terdapat
empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program,
diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi,
ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan
komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur

birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.
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Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk
mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan
dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan
sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku
yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumber daya
pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia,
merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan
merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang
meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang
terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan,
dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang
penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang
disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk
mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan
komitment dari pelaksa Kkebijakan peraturan, Kunci keberhasilan
implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas
kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan
kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebjakan
peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana
kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur
standar operasi.

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut
dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa
implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan
publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang
memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan

pelaksanaan. Secara definisi implementasi dimaksudkan untuk memahami
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fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal di implementasikan di suatu
lokasi tertentu.

Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada
akhirnya dimaksudkan untuk memetakan faktor-faktor yang memepengaruhi
munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi
suatu kebijakan. Pelopor implementasi kebijakan publik yaitu, Presman dan
Wildavsky Tahun 1970 melakukan studi untuk memahami mengapa
implementasi berbagai program yang dirancang pemerintah pusat cendrung
gagal di implementasikan oleh pemerintah negara bagian dan sampai hari ini
penomena tersebut masih terus terulang. Berbagai kebijakan dan program
pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah, ketika di
implementasikan jauh dari harapan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
Implementasi merupakan sebagai sebuah wupaya untuk menciptakan
hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai
sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan
harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan
dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang
bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

2.1.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang
mempengaruhi efektivitasnya. Menurut George C. Edward III (1980)
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: Komunikasi,
Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunkasi. Faktor pertama yang mempengaruhi Keberhasilan
implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (1980) yaitu
komunikasi. Komunikasi menurutnya Lebih lanjut sangat menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan publik,

implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
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mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan
mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus
dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan
yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi
diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap Kebijakan yang akan
diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber daya. Faktor kedua yang memeperngaruhi keberhasilan
Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan
Hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III (1980) dalam
mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari Beberapa elemen
yaitu sumber daya manusia dan sumber daya financial.

3. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
Implementasi kebijakan public bagi Geoerge C. Edward III (1980) adalah
disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting
ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanakan suatu kebijakan publik.
Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga
harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam
praktiknya tidak terjadi bias.

4. Stuktur Birokrasi. Menurut George C. Edward III (1980) yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah
struktur birokrasi atau yang berhubungan dengan SOP (Standar Operasional
Prosedur). Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan
tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya
dilakaukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi
karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang

begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur
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birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan
menyebabkan sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat
jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus
dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan
jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh otoritas
negara atau pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi
masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan publik dapat berbentuk
berbagai instrumen, salah satunya adalah regulasi yakni peraturan
perundang-undangan yang mengikat dan bersifat operasional. Kebijakan
publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik
berupa tindakan maupun ketidakaktifan, yang berorientasi pada kepentingan
publik. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan publik adalah regulasi formal
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga
peraturan kepala daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan Bupati (Perbup) No.
1 Tahun 2015 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi kepada Petani
merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik yang dikeluarkan oleh
Kepala Daerah (Bupati Langkat) untuk mengatur proses distribusi pupuk
bersubsidi kepada petani secara adil, tepat sasaran, dan sesuai mekanisme
hukum. Peraturan ini dibuat sebagai respons atas permasalahan kelangkaan
pupuk yang kerap merugikan petani kecil.

Dari perspektif kebijakan publik, regulasi ini mencerminkan fungsi
regulatif pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan publik
(distribusi pupuk) melalui kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum.
George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan standar dan tujuan

kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta sikap dan koordinasi para



22

pelaksana. Maka, efektivitas Perbup No. 1 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya
di tingkat desa sangat tergantung pada:
1. Kejelasan isi peraturan
2. Kesiapan aparatur pelaksana (seperti distributor dan petugas
penyuluh lapangan),
3. Dukungan anggaran,
4. Dan partisipasi petani sebagai penerima manfaat.

Dengan demikian, Perbup ini bukan sekadar instrumen administratif,
tetapi juga representasi dari kebijakan publik daerah yang menjembatani
antara peraturan nasional (misalnya kebijakan subsidi pupuk dari
pemerintah pusat) dengan realitas dan kebutuhan masyarakat lokal.
Peraturan ini menjadi penting sebagai media implementasi hukum yang
bersifat teknis dan aplikatif di daerah.

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak
pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas publik yaitu pemerintah. Sebagai keputusan yang mengikat publik,
kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas publik yaitu mereka menerima
mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses
pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik
sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat
yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-
bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi
oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Hubungan antara unit pemerintah
dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut
masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan
kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena

ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah
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ditempuh. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena
ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita cita sudah di
tempuh. Sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa suatu
kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui
berbagai lembaga yang kebijakan pemerintahan yang bertangung jawab
harus melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuan, pemimpin
organisasi, profesional, para administartor dan para politisi.

2.2 Pendistribusian

2.2.1 Pengertian Pendistribusian

Lingkup aktivitas bisnis sangatlah luas. Akan tetapi pada dasarnya
aktivitas tersebut terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-
masing aktivitas ini memiliki teori tersendiri. Salah satunya adalah distribusi
yang mana aktivitas distribusi ini berarti pemindahan tempat barang atau
jasa dari produsen ke konsumen.

Dalam wusaha untuk memperlancar arus barang dan jasa dari
produsen ke konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan
adalah memilih secara tepat saluran distribusi (channel of distribution).
Keputusan perusahaan dalam memilih saluran distribusi akan menentukan
bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen.
Perusahaan mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa produk yang
didistribusikan kepada pelanggan berada pada tempat yang tepat.

Untuk itu perlu adanya pemahaman tentang saluran distribusi yang
tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan
oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau
berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke
tangan konsumen.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi
adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke

beberapa tempat. Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler
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mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan

yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas

barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.

Secara garis besar, pendistribuian dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian
barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai
dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).
Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan
pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian
barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai
dengan yang diperlukan jenis, harga, tempat dan waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur
penting yaitu:

a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara
berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu
tujuan.

b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar
tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan
saluran.

c. Saluran distribusi melaksanakan duakegiatan penting untuk mencapai
tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor.
Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi
atau disebut juga pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang
dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam
melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor
melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual
beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor.
Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali

kepada konsumen.
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Distributor dapat berupa pedagang. Pedagang adalah seseorang atau
lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk
dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan
pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau
keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk
berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli.

Sedangkan perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau
perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya
barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Makelar
tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase
dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar
tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri. Tujuan distribusi
yaitu:

a. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen.
b. Tercapainya pemerataan produksi.

c. Menjaga kontinuitas produksi.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

e. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Sedangkan fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

fungsi pokok dan fungsi tambahan yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi pokok distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:
a. Pengangkutan (Transportasi)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat
konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan
pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin
majunya teknologi, maka kebutuhan manusia pun semakin bertambah

banyak. hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar
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sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan) guna mengangkut
barang yang akan didistribusikan kepada konsumen.
b. Penjualan (Selling)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang
dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen
dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka
konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (Buying)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan
barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang
membutuhkan barang tersebut.

d. Penyimpanan (Stooring)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan
terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan dan
keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e. Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli
selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang
akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik
jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan
tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang
diharapkan.

f. Penanggung Resiko

Seorang distributor harus menanggung resiko baik kerusakan

maupun penyusutan barang.
2. Fungsi tambahan distribusi
Berikut ini akan disebutkan beberapa faktor tambahan dalam

distribusi, diantaranya ialah:
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a. Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan
produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.
b. Mengepak atau mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau kehilangan dalam
pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.
c. Memberi informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen,
produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah
atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling
tepat bisa melalui iklan.

Sebagaimana firman Allah SWT yang membahas terkait

pendistribusian tertera dalam Q.s al-Bagarah: 188, yang berbunyi:
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Artinya; Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,

padahal kamu mengetahui’. (Q.s al Bagarah: 188)

Ayat di atas menekankan pentingnya keadilan dan menghindari
perbuatan yang merugikan. Dalam konteks subsidi pertanian, al Bagarah ayat
188 menegaskan pentingnya memastikan bahwa subsidi tersebut disalurkan
dengan adil kepada petani yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan
oleh pihak yang tidak berhak.

2.2.2 Sistem Saluran Pendistribusian

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang
digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada

konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan
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sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi
yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi.

Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen. Saluran
distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara.
Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang besar. Pengecer adalah
pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen
langsung kepemakai akhir atau konsumen. Pedagang besar adalah pedagang
yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan
dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Produsen - Konsumen
Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat yaitu dari produsen
langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini
bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi melalui pos dari toko milik
produsen sendiri.

b. Produsen-Pengecer-Konsumen
Disebut saluran satu tingkat adalah saluran yang sudah menggunakan
perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer.
Perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari
produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

c. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen
Sering disebut saluran dua tingkat yaitu mencakup dua perantara. Dalam
hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer.
Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh
pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer,
baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran
tradisional.

d. Produsen-Agen-Pengecer-konsumen
Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, dimana

melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi
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agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh
produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada
pengecer besar.

e. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen
Disini terdapat tiga perantara atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen
yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu
sebelum ke pengecer. Baru kemudian disalurkan kepada konsumen.

Dalam efektivitas kebijakan distribusi pupuk subsidi pada petani
menerapkan saluran distribusi Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen dengan
melibatkan Pemerintah sebagai pengawasan dari saluran distribusi pupuk
subsidi kepada petani yang bertujuan supaya petani merasakan manfaat dari
pupuk subsidi yaitu tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat,
tepat mutu dan tepat jenis.

2.2.3 Kebijakan Saluran Pendistribuan

Kebijakan saluran distribusi lembaga yang digunakan perusahaan
untuk membantu memasarkan produk kepada pembeli ini biasa disebut
perantara. Dalam melakukan saluran distribusi, maka sebaiknya menetapkan
tujuan dalam menggunakan saluran distribusi terlebih dahulu.

Saluran distribusi sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari
agensi dan lembaga yang bersama sama melakukan semua kegiatan yang
diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pemakaian untuk
menyelesaikan tugas pemasaran.

Adapun yang menjadi tugas tugas penting dan harus dijalankan oleh
para anggota saluran distribusi yaitu:

a. Penelitian, mengumpulkan informasi informasi penting untuk
perencanaan dan melancarkan pertukaran.

b. Promosi, pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif
mengenai penawaran.

c. Kontrak, pencapaian dan menjalin hubungan dengan calon pembeli.
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d. Penyelaras, mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan
pembeli.

e. Negosiasi, usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan
hal hal lain sehubungan perpindahan hak pemilik atau penguasaan bisa
dilakukan.

f. Distribusi fisik, transportasi dan penyimpanan barang.

g. Pembiayaan, permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya
dari saluran pemasaran tersebut.

h. Pengambilan resiko, perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan
pekerjaan saluran distribusi.

Berbicara tentang kebijakan saluran pendistribusian tentunya tidak
terlepas dari sistem distribusi, dimana sistem tersebut bertujuan agar hasil
produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus
memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam
masyarakat, sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan
produksi dan konsumsi. (Bagus Pratama, 2020)

Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen,
produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dapat
dikelompokkan sebagai berikut;

1. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya
langsung kepada konsumen.

2. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari
produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen
itu sendiri.

3. Distribusi tidak langsung, pada sistem ini produsen tidak langsung
menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada

pemakai melainkan melalui perantara.
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2.3 Siyasah Maliyah
2.3.1 Pengertian Siyasah Maliyah

Kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam disebut dengan siyasah
maliyah, yang dalam kajiannya tidak terpisah dari pedoman yang tertuang
dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, serta praktik yang berkembang pada masa
Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Secara
etimologi, siyasah berasal dari akar kata (w (sasa) yang dalam bentuk
masdarnya kata ini menjadi 4w\ (siyasah) yang mengandung arti
pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan,
pengawasan, dan perekayasaan. Sedangkan secara terminologi, siyasah
berarti pengelolaan kepentingan umat manusia sesuai dengan syariat.
Sedangkan yang dimaksud dengan siyasah maliyah adalah cabang [lmu Figh
yang mengkaji sistem pengelolaan keuangan publik, mencakup perencanaan,
penganggaran, dan pengawasan keuangan negara, serta distribusi
pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. (Wahbah Zuhaili,2011)

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Figh Islam Wa
Adillatuhu menyebutkan bahwa :

G 315 LI 21 352 1aB g (a5 W5 Galias B!
(BUE Ky 5156 ol I Bz 51 G5 (JUb alls
Artinya; Siyasah al-Maliyah yaitu hukum-hukum yang berhubungan
dengan masalah individu dalam masalah harta benda,

ekonomi dan keuangan dan tugas-tugas individu dalam

sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Dalam hal ini

juga membahas hak dan kewajiban negara dalam masalah

harta benda, ekonomi dan keuangan, juga prosedur sumber

pendapatan negara dan aturan pembelanjaannya(Zuhaili,
2011:25).

Secara singkat, siyasah maliyah mengatur sistem politik Ekonomi
[slam, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja
negara, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum tanpa mengabaikan

hak-hak individu atau menyia-nyiakan sumber daya. Salah satu contoh

penerapan siyasah maliyah adalah penggunaan dana desa, yang menurut
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prinsip-prinsip siyasah maliyah, pengeluaran tersebut harus diarahkan untuk
kepentingan umum dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak bermanfaat
atau sia-sia. (Itang, 2014)

Pengelolaan keuangan negara melalui siyasah maliyah mencakup
beberapa aspek, di antaranya; Pertama, dari mana sumber dana pendapatan
negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga,
bagaimana cara pendistribusian dana tersebut. Siyasah Maliyah bukanlah
kajian yang asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW
beserta pengikutnya hijrah ke Madinah dan mulai membentuk negara serta
sistem pemerintahan Islam. Pada masa itu, kebijakan ekonomi dan keuangan
negara mulai diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mencakup
keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat. Dalam hal ini,
penerapan siyasah maliyah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan
ekonomi yang adil, dengan memperhatikan kebutuhan umat dan memastikan
bahwa sumber daya dikelola untuk kepentingan masyarakat secara
keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok tertentu. (Pulungan 2002)

Terkait dengan sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai
aktivitasnya, terdapat beberapa pandangan dari para ulama yaitu sebagai
berikut: Ibnu Taimiyah, di dalam bukunya “as-Siyasatus Syari’ah fi Islahir Ra’l
war Ra’iyah (Dasar-dasar Pedoman Islam dalam Bernegara)”, berargumen
bahwa hanya terdapat dua sumber pemasukan bagi negara, yaitu zakat dan
harta rampasan perang.

1. Sementara itu Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya “al-Wahyu al-
Muhammady (Wahyu Ilahi kepada Muhammad) “menambahkan bahwa
selain zakat dan harta rampasan perang yang disebutkan oleh Ibnu
Taimiyah, terdapat juga jizyah (pajak) yang didapat dari jaminan
keamanan dan perlindungan terhadap jiwa dan harta, serta perlindungan
terhadap hak-hak asasi Warga Negara.

2. Yusuf al Qardhawi memiliki pandangan yang berbeda, ia menambahkan

bahwa pajak juga merupakan sumber pendapatan yang sah bagi negara,
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karena jika negara hanya bergantung pada tiga sumber pendapatan yang
telah disebutkan sebelumnya, maka dana yang ada tidak akan cukup
untuk membiayai semua kegiatan negara yang terus berkembang.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Abdul Wahhab Kahallaf, yang
mengatakan bahwa selain zakat, harta rampasan perang, dan harta
warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris juga dapat dipandang
sebagai salah satu sumber keuangan negara.

Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Muhammad Igbal dalam
bukunya yang berjudul "Figh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)",
sumber keuangan negara Islam saat ini meliputi zakat, khusmus al-ghanaim,
jizyah, fai, usyur al-tijarah, kharaj, dan juga pajak serta sumber lainnya.

1. Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya yang
memenuhi kriteria tertentu, dan diberikan kepada pihak yang berhak
menerima. (Maarif, 2019)

2. Khusmus al-ghanaim merupakan 1/5 dari hasil perang. Islam
mengizinkan pengikutnya untuk mengambil harta dari musuh, dan
aturannya tercantum dalam al-Qur'an serta hadis Nabi.

3. Jizyah merupakan pajak kepala yang dibayarkan oleh warga dari Islam
sebagai bentuk loyalitas dan sebagai imbalan atas perlindungan yang
diberikan oleh pemerintah Islam.

4. Fai adalah kekayaan yang dimiliki oleh umat Islam dan berasal dari
kepemilikan orang-orang kafir, dimana harta itu didapat tanpa melalui
perperangan.

5. Usyur al-tijarah merupakan sepersepuluh dari pajak perdagangan yang
dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang berbisnis di negara
Islam. Model ini pernah digunakan pada periode pemerintahan Umar bin
Khattab.

6. Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik
tanah non-muslim. Dalam situasi tertentu, dapat juga diterapkan kepada

orang-orang Islam. Kharaj hampir mirip dengan pajak. Pengenaan
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pertama kali diterapkan setelah perang Khaibar, dimana kaum Yahudi
Khaibar diharuskan membayar kharaj dari sebagian hasil tanah mereka
kepada umat Muslim.

2.3.2 Sumber Hukum Siyasah Maliyah

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber utama dalam penetapan hukum. Untuk
landasan menemukan solusi hukum atas suatu permasalahan, seseorang
harus merujuk pada al-Qur’an. Jika menggunakan sumber hukum lain, maka
sumber tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat al-
Qur’an dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Ada empat prinsip dalam
kebijakan hukum al-Qur'an yang digunakan untuk menetapkan hukum,
yaitu(Djazuli, 2013):

1. Memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan
2. Menyediakan pedoman yang jelas

3. Menetapkan hukum secara bertahap

4. Selaras dengan tujuan kemaslahatan umat manusia

Al-Daulah al-Islamiyyah pertama kali terbentuk setelah Rasulullah
berhijrah dari Makkah ke Madinah al-Munawarah. Rasulullah kemudian
menetap di Madinah bersama para sahabatnya. Dalam situasi ini, kaum
Muhajirin yang berstatus sebagai pendatang disambut oleh kaum Anshar,
yang merupakan penduduk asli Madinah. Dengan penuh keikhlasan, kaum
Anshar membuka rumah-rumah mereka untuk menjadi tempat tinggal bagi
kaum Mubhajirin.

Setelah satu tahun berlalu, dengan terjalinnya persatuan yang kuat
antara kaum Muhajirin dan Anshar, terjadi peperangan antar kaum Muslimin
di Madinah dan kaum Musyrik Quraisy dari Mekkah. Kemenangan demi
kemenangan diraih oleh kaum Muslimin dalam pertempuran ini. Namun,
keberhasilan yang membawa banyak harta rampasan perang (ghanimah)
juga memunculkan permasalahan baru berupa perselisihan dalam

pembagiannya. (Jajuli 2017,43).
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2. Hadist

Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi
Muhammad SAW dan menjadi rujukan bagi umat Islam. Dalam ajaran Agama
Islam, sumber hukum yang paling utama adalah al-Qur'an, yang berfungsi
sebagai pedoman hidup. Sementara itu, hadis berperan sebagai sumber
hukum kedua setelah al-Qur'an. Keberadaan hadis melengkapi pemahaman
umat Islam agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur'an atau ajaran Agama Islam. Berikut beberapa contoh sumber hukum

siyasah maliyah yang terdapat dalam hadis antara lain (Djazulli 2013):

LY
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Artinya; Dari Khaulah Al-Anshariyyah, ia berkata Rasulullah bersabda;
“Sesungguhnya beberapa orang lelaki mengelola harta Allah
tanpa hak. Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat”

Hadits di atas memberikan peringatan tegas terhadap
penyalahgunaan harta dan hak orang lain tanpa dasar yang benar. Oleh
karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk berhati-hati dalam menjaga
amanah dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian,
hubungan antara kedua hadis yang disebutkan sebelumnya dengan siyasah
maliyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling melengkapi. Hal
ini karena figh siyasah merupakan disiplin ilmu yang lahir dari hasil
pemahaman mendalam terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.

2.3.3 Prinsip Dasar Siyasah Maliyah

Fiqih siyasah maliyah mengatur tiga elemen utama yang saling terkait,
yaitu masyarakat, kekayaan, dan penguasa. Ketiganya berperan penting
dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata. Sebagai komponen
utama dalam sistem pemerintahan Islam, figih siyasah maliyah berkaitan erat
dengan pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, yang

pada intinya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
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pemerintah berperan sebagai pengelola kekayaan negara yang bertanggung
jawab terhadap kesejahteraan ekonomi warganya. Tugas utama pemerintah
adalah mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya dan memastikan rakyatnya
tidak terlantar. Pemerintah harus memastikan distribusi kekayaan negara
yang adil dan merata demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan
masyarakat. (Nirwana, 2017)..

Andri Nirwana, dalam buku karyanya yang berjudul “Figh Siyasah
Maliyah“ menyebutkan bahwa ada tiga prinsip utama yang sangat ditekankan
dalam siyasah maliyah adalah prinsip keadilan, prinsip mashlahah, dan
prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Masing-masing prinsip ini memiliki peran
yang sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi yang sesuai dengan
ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Berikut
adalah penjelasan mengenai ketiga prinsip tersebut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi
[slam, termasuk dalam siyasah maliyah. Dalam konteks ini, keadilan
mengharuskan adanya pemerataan distribusi sumber daya, pendapatan, dan
kesempatan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab
untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan
sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh rakyat,
terutama mereka yang kurang mampu.

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan secara
merata, tetapi juga dengan memastikan setiap individu mendapatkan haknya
sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal
seperti pajak, subsidi, dan bantuan sosial harus dirancang sedemikian rupa
untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, baik antara individu maupun antar
wilayah. Prinsip ini juga menuntut pemerintah untuk memperlakukan semua
warga negara dengan setara tanpa diskriminasi, apapun latar belakang sosial,

ekonomi, atau agama mereka.
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2. Prinsip Mashlahah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip mashlahah atau kemaslahatan umum adalah prinsip yang
memilih mengutamakan kebijakan yang dapat membawa manfaat terbesar
bagi masyarakat luas dan menghindari kerusakan atau mudharat. Dalam
siyasah maliyah, setiap keputusan ekonomi yang diambil harus didasarkan
pada pertimbangan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk
segelintir orang atau kelompok tertentu.

Prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan kebijakan yang
diambil tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga
berkelanjutan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kebijakan-
kebijakan ekonomi yang merugikan masyarakat atau yang hanya
menguntungkan pihak tertentu harus dihindari, baik itu dalam hal
pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), distribusi kekayaan, ataupun
pemanfaatan dana negara. Oleh karena itu, prinsip mashlahah ini menuntut
pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar atau mendorong kebaikan dan
mencegah keburukan adalah prinsip yang mendasari setiap tindakan dalam
siyasah maliyah. Dalam hal ini, amar ma’ruf berarti mendorong perilaku
ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi,
dan keadilan. Sementara itu, nahi munkar berarti mencegah tindakan yang
merugikan masyarakat, seperti korupsi, penipuan, dan ketidakadilan.

Pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara harus senantiasa
memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri sesuai
dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Hal ini termasuk pengelolaan
dana publik yang harus dilakukan dengan integritas, serta kebijakan ekonomi
yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi
yang halal dan menghindari aktivitas yang dilarang oleh agama, seperti riba

(bunga), penipuan, atau pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak
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sah. Selain itu, dalam konteks pencegahan kemiskinan dan ketimpangan
sosial prinsip ini juga menuntut pemerintah agar berperan aktif mengatasi
praktik-praktik, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial yang dapat
memperburuk kondisi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Amar ma’ruf
nahi munkar dalam siyasah maliyah juga mencakup penegakan hukum yang
adil dan transparan untuk mencegah tindak pidana ekonomi yang dapat
merugikan kepentingan rakyat banyak.

Ketiga prinsip ini, keadilan, mashlahah, dan amar ma’ruf nahi munkar
merupakan landasan yang kokoh dalam membangun sistem ekonomi negara
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks siyasah maliyah,
ketiga prinsip ini harus dijalankan secara maksimal untuk memastikan
bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi negara tidak hanya bertujuan
untuk kesejahteraan individu atau golongan tertentu, tetapi juga untuk
kebaikan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini
mengarahkan pemerintah untuk tidak hanya mengelola ekonomi negara
dengan baik, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap
kebijakan ekonomi yang diambil, dengan tujuan akhirnya adalah
mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan yang
berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi dalam Islam harus didukung oleh empat hal
utama, sebagai berikut. (Suntana, 2010):

a. Tanggung jawab sosial dalam Ekonomi Islam bukan sekadar pemberian
atau donasi seperti dalam sistem ekonomi konvensional. Ini adalah
pengakuan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang bukan
sepenuhnya miliknya, karena ada hak orang lain yang harus diberikan.
Dengan kata lain, Islam menganut sistem kesetaraan sosial, bukan
kesetaraan ekonomi sebagaimana yang diterapkan dalam sosialisme.

b. Kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariah. Ekonomi Islam
mengakui kebebasan dalam berbisnis dan bertransaksi, namun

kebebasan ini harus sesuai dengan syariat Islam. Prinsip dasar dalam
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muamalah adalah kebolehan melakukan transaksi selama tidak ada
larangan yang jelas dari agama.

c. Pengakuan terhadap kepemilikan. Islam mengakui berbagai bentuk
kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama, dan
kepemilikan negara. Hal ini berbeda dengan kapitalisme yang hanya
mengakui kepemilikan individu, dan juga berbeda dengan sosialisme
yang hanya mengakui kepemilikan kolektif atau negara.

d. Etos kerja yang tinggi. Islam menekankan pentingnya etos kerja, yaitu
kesanggupan individu untuk memberikan yang terbaik dalam mengelola
sumber daya ekonomi. Hal ini dilakukan dengan bekerja keras, efisien,
disiplin, dan penuh ketangguhan. Etos kerja yang tinggi menjadi landasan
dalam menciptakan produktivitas yang optimal dalam ekonomi Islam.

Dengan prinsip-prinsip ini, politik ekonomi Islam bertujuan untuk
menciptakan sistem Ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, dengan
memperhatikan Kkesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa
merugikan hak individu atau pihak lain.

2.3.4 Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur
pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

Ruang lingkup fikih siyasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang

harus diambil, untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang

miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin
melebar. [slam menunjukan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang
fakir dan miskin pada umunya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan
oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami

kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan Ekonomi. (A. Dzajuli 2003)

Sumber keuangan Negara untuk pendapatan Negara membiayai
segala aspek aktifitas negara, menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa
hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang. Adapun ruang ligkup

kajian siyasah maliyah adalah:
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1. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap
harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam
Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian,
perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. seorang pemilik
harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya,
menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari
hak hak ahli waris. (Djajuli 2013)

2. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibakan Allah
untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan
rukun Islam yang ke empat, zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat
merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap
orang cukup syarat syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan
manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda
dan mampu menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati manusia dan
memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan
diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi
zakat maal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang
mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat
fitrah.

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu
ketika Umar bin Khatab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari yang telah
mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah
kepada sekretarismu untuk membaca Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari
menjawab: dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid.
Kemudian Umar berkata: jangan pernah kalian menghormati mereka, karena
Allah sudah menghinannya, dan janganlah kalian memberi amanat kepada

mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berikhianat.
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Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan
dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati
mereka. Jika Islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan
mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian
zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan
atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

3. Ghanimah

Harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui
peperangan Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima
dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah di sebutkan
Allah dalam al-quran Surah al-Anfal ayat 41. Untuk porsinya 1/5 untuk Allah
dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, dan fakir miskin, dan ibn sabil, dan
4 /5 untuk para bala tentara yang ikut perang. Kemudian sisanya disimpan di
baitul mal untuk didistribusikan.

Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi
pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah sementara pasukan
penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga
anak panah, satu anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di
berikan yang menunggangi kuda.

4. Jizyah

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata
jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat
bermakna iuran Negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang ahli kitab
sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau
sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-
orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta,
kehormatan dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan
pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka
dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang

diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbangan zakat yang di
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ambil dari warga negara yang Muslim. Karena itu tiap warga negara yang
yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk maslahah bersama
sebagai imbangan atau hak yang mereka terima.
5 Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.
Contohnya harta fa’i adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari
Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum
kafir yang gentar menghadapi kaum muslim. Terdapat dalam Firman Allah

yang berbunyi sebagai berikut:
= // ,./ z - 9},./’5~/fa > }/ \//
;‘JKJY}J"}J&'&W}‘M Y L—ij}eu)‘-sl-cm

- - w2 - e T - - E o o -

D <l JE= Jo Al 1L (Jo oall) Lals W1 55005
Artinya; “Dan apa saja harta rampasan (fa'i yang diberikan Allah
kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun
dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang
memberikan kekuasaan yang kepada RasulNya terhadap apa
saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu.” (Q.s al-Hasyr; 6)

Dengan fai' karena memang di anugrahkan Allah kepada kaum
muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya
Allah menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk
menolong hamba dalam beribah kepadanya. Harta yang di kumpulkan dari
fai’ termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul
mal. Allah hanya menyebutkan fai dalam Alquran mengingat pada masa
Rasullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara
jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasullah yang mudah dapat
di runtut garis keturunannya).

6. Kharaj
Kharaj merujuk pada pendapatan yang biasa disebut pajak bumi atau

tanah adalah kharaj yang diambil dari seluruh tanah yang dikuasai kaum
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Muslim dari orang-orang kafir secara paksa melalui peperangan yang
diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat. Jika
tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke
tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian
kekayaan publik umat.
7. Baitul Mal
Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitul

mal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan
lembaga keuangan yang pada zaman Rasullah. Baitul Mal bertugas dalam
mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun
dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul mal pihak yang memliki
kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala
harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun
pengeluaran. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan
Negara dan untuk membangun negara yang ekonomi modern. Harta baitul
mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan
pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah diperuntukkan
masalah Ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim harus
memperhitungkan dalam menetapkan sebagian harta (Maarif, 2019).
Kebutuhan warganya dan Negara sebagai berikut:

Untuk orang fakir miskin
b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan

dan keamanan Negara
c. Untuk menigkatkan supermasi hukum
d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber

daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.

e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara.

f. Untuk pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik.
g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
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Dalam pendistribusian pupuk subsidi kaitkan dengan siyasah maliyah,
tentu harus sesuai dengan prinsip-psinsip siyasah maliyah. Karena pada
dasarnya setiap permasalahan mengenai pemasukan dan pengeluaran
negara merupakan pembahasan siyasah maliyah.

8. Sumber Pengeluaran Negara

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta
teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan
jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada
peraturan di dalam agama Islam. Tetapi bahwa sejarah Islam dapat
mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa
Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belaja Negara dan secara
porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarnya.

Pada masa pemerintahaan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah
begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departeman
keuangan pada masa itu menerima cukup banyak sehingga perbandingan
antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah
membuat anggaran setiap tahun nya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan
keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai
berikut:

a. Gaji segenap pegawai.

b. Gaji tentara dan kepolisian.

c. Penggalian sungai dan biaya pembangunan dan perbenahan
d. Membuat irigasi.

e. Membiayai lembaga permasyarakatan.

f. Memperkuat alat pertahanan.

g. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku

Kesimpulan nya yang dapat dibahas pentingnya pengelolaan
pendapatan negara dan pengeluarannya untuk kemaslahatan masyarakat
yaitu; Pendapatan dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik.

Keuangan negara adalah pilar penting dalam kemaslahatan masyarakat
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perekonomian.
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BAB III
MONOGRAFI DESA TANJUNG PASIR KABUPATEN LANGKAT

3.1 Letak Geografis Desa Tanjung Pasir

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa yang berada di wilayah
administratif Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara. Secara geografis, Desa ini terletak di kawasan pesisir timur
yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Selat Malaka. Hal ini
menjadikan Desa Tanjung Pasir memiliki karakteristik wilayah pesisir yang
unik dengan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, serta lahan
pertanian yang subur. Desa ini berada pada ketinggian rendah dari
permukaan laut, dengan topografi yang relatif datar hingga berombak ringan.
Kondisi geografis ini sangat mendukung kegiatan pertanian, khususnya
pertanian lahan basah seperti tanaman padi. Oleh karena itu, sebagian besar
penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani padi, dengan sistem
pertanian tradisional yang dipadukan dengan pola tanam musiman sesuai
dengan kondisi iklim.

Iklim di Desa Tanjung Pasir termasuk dalam kategori iklim tropis
basah dengan curah hujan yang cukup tinggi hampir sepanjang tahun.
Keadaan ini sangat mendukung produktivitas sektor pertanian, namun di sisi
lain juga memerlukan sistem drainase yang baik untuk menghindari
genangan air dan banjir saat musim hujan. Dari sisi sumber daya alam, selain
pertanian dan kelautan, Desa Tanjung Pasir juga memiliki lahan gambut dan
lahan rawa, yang jika dikelola dengan baik dapat mendukung pengembangan
komoditas pertanian lainnya. Namun, potensi ini masih menghadapi kendala
dalam hal infrastruktur dan teknologi pengelolaan lahan.

Dari sisi sumber daya alam, selain pertanian dan kelautan, Desa
Tanjung Pasir juga memiliki lahan gambut dan lahan rawa, yang jika dikelola
dengan baik dapat mendukung pengembangan komoditas pertanian lainnya.

Namun, potensi ini masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur dan
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teknologi pengelolaan lahan. Dari segi luas wilayah, Desa Tanjung Pasir
mencakup area yang cukup luas dibanding Desa lain di Kecamatan Pangkalan
Susu, dengan penggunaan lahan yang terbagi atas kawasan pemukiman,
lahan pertanian sawah, kebun rakyat, lahan kosong, dan wilayah pesisir.
Keberadaan lahan sawah dan ladang menjadikan desa ini memiliki karakter
agraris yang kuat. (Monografi Desa Tanjung Pasir,2025).

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu Desa yang terletak di
wilayah administratif Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara dengan suhu berkisar antara 26 C - 32 C. Desa
Tanjung Pasir ditelisik dari kegeografisan berada di 98°25’96” Bujur Timur
serta 04°09’33” Lintang Utara. Secara geografi Desa Tanjung Pasir. Data
terletak diantara sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Beras Basah : Pangkalan Susu

2. Sebelah Selatan : Lubuk Kertang : Berandan Barat
3. Sebelah Timur : Pintu Air : Pangkalan Susu

4. Sebelah Barat : Paya Tampak : Pangkalan Susu

Luas Desa Tanjung Pasir adalah 277.465 Ha atau sekitar 149 Km?2.
Desa ini terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Rukun, Dusun Pertanian, dan
Dusun Bakti. Berdasarkan data kependudukan Kantor Desa Tanjung Pasir,
jumlah penduduk Desa Tanjung Pasir tahun 2025 yaitu 4.850 jiwa, yang
terdiri dari 2.352 jiwa penduduk laki laki dan 2.498 jiwa penduduk
perempuan. Lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera

Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Desa Tanjung Pasir Laki laki Perempuan Jumlah
Lorong rukun 971 925 1.896
Lorong pertanian 847 890 1.737
Lorong bakti 534 683 1.217
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Total 2.352 2.498 4.850

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

3.2 Sosial Budaya Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Kekentalan kesikapan kesolidaritasan diantara sesama masyarakat
merupakan ciri khas tatanan kehidupan di Desa Tanjung Pasir. Terbukti
dengan terdapatnya aktivitas bergotong-royong, melaksanakan takziah saat
salah satu warganya meninggal dunia, memberikan bantuan pada anggota
warga yang akan diadakan olehnya hajatan (kenduri) atau pernikahan, dan
lain lain. Kepemilikkan aktivitas kesenian budaya juga diadakan saat
diperingatinya hari besar Islam (Maulid Nabi Muhammad SWT) dan hari
besar umum lainnya.

Kemaju-mundurannya suatu warga didasarkan pada terlihatnya
tingkatan pendidikan warga tersebut. Oleh sebab itu suatu pembangunan
dikatakan memiliki kemajuan apabila mendapat pendukungan dari kualitas
memadai Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu sudah selayaknya,
semua kalangan memperhatikan aspek pendidikan sangat berposisi ensesial
sebagai ke bertanggung-jawaban bersama mengelolanya atas mereka
pemerintahan pusat, daerah dan lini kemasyarakatannya. Dan masyarakat di
Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat memiliki suku yang mayoritas
penduduknya berasal dari suku jawa.

Desa Tanjung Pasir di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat,
memiliki budaya yang mencerminkan kesolidaritasan dan kebersamaan
antar masyarakat. Selain itu, desa ini juga mengembangkan potensi ekonomi
melalui wisata bakul tani yang menampilkan makanan tradisional dan UMKM
setempat. Kekuatan Kesolidaritasan Masyarakat Desa Tanjung Pasir dikenal
dengan semangat kebersamaan dan saling membantu antar warga. Tatanan
kehidupan di desa ini didasarkan pada nilai-nilai gotong royong dan

solidaritas sosial.
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3.3 Mata Pencaharian Desa Tanjung Pasir

Dapat dikategorikan seluruh masyarakat Desa Tanjung Pasir
digolongkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Dimana
sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh pertanian, nelayan, buruh
bangunan, pebisnis pengkiosan, pengrajin dan pebisnis ternak. Dan
didominansi oleh warga yang bekerja sebagai petani. Pertanian dan
perkebunan mendominansi potensi perekonomian di Desa Tanjung Pasir
yang mana menjadi sumber penghasilan bagi warga Desa Tanjung Pasir yang
berprofesi sebagai petani atau buruh tani.

Masyarakat Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,
mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai mata
pencaharian utama. Sebagian besar penduduk desa ini berprofesi sebagai
petani, khususnya petani padi. Hal ini didukung oleh kondisi geografis desa
yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur, serta tersedianya
sistem irigasi yang memadai. Pertanian padi menjadi sumber penghasilan
utama bagi banyak keluarga, baik sebagai petani penggarap maupun pemilik
lahan. Aktivitas pertanian ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi
desa, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal.
Selain padi, sebagian masyarakat juga menggarap tanaman dan berkebun
sebagai kegiatan tambahan, namun dominasi pertanian padi tetap menjadi
ciri khas utama mata pencaharian di Desa Tanjung Pasir.

Masyarakat Desa Tanjung Pasir umumnya menggantungkan hidup
pada sektor pertanian, yakni sebesar 85%. Untuk hasil bertani itu berupa
padi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi tulang punggung
perekonomian desa. Sedangkan sektor-sektor lain menyusul dengan
persentase yang cukup kecil. Lebih jelasnya dapat di lihat tabel sebagai
berikut:
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Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Jumlah %
1 | Petani 85%

2 | Nelayan 15%

3 | Buruh bangunan atau buruh tani 50%

4 | Pembisnis Kios 20%

5 | Pembisnis ternak 10%

6 | PNS/POLRI/TNI/Pengusaha 5%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat 2025

3.4 Pendidikan dan Keagamaan Desa Tanjung Pasir

Para penduduk masyarakat Desa Tanjung Pasir rata rata bermayoritas
pendidikan pada tingkat SMA, namun ada sebagian orang tua yang hanya
mengemban ilmu pendidikan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sampai SMA. Namun ada juga memiliki berpendidikan pada tingkat Strata 1,
dan yang sedang mengemban ilmu di tingkat Universitas. Walaupun tidak
semua masyarakat berpendidikan tinggi di Desa Tanjung Pasir, tetapi
keharmonisan dan kerukunan masyarakat antar masyarakat yang lain sangat
terjaga sosialisasi dengan baik dan bersolidaritas tinggi, yang mana saling
membantu satu sama lain dan menjaga silaturahmi.

Tingkatan kependidikan Desa Tanjung Pasir pula bukan tidak
mengalami Kkesignifikanan atas berkembang dan berkemajuannya. Dapat
dibuktikan dengan hadirnya kelembagaan pendidikan misalnya Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD),TK, SD, SMP, dan SMA. Sebab dengan pendidikan
yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya
meningkatkan potensi diri agar lebih mandiri. Manfaatnya agar dapat
membantu masyarakat lebih berdaya mengembangkan dan memperkuat

kemampuan diri masyarakat untuk terus terlibat dalam proses
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pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan
secara bebas independen. Lebih jelasnya dapat di lihat tabel berikut:
Tabel 4.3
Jumlah Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah %
1 [ Sekolah Dasar (SD) 50%

2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) 65%

3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 85%

4 | Sastral (S1) 25%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
Faktor keagamaan sangat penting dalam suatu lingkungan masyarakat
yang berguna untuk saling menghormati satu sama lain. Di Desa Tanjung
Pasir masyarakatnya mayoritas umat muslim dan jika dibandingkan dengan
masyarakat baru non muslim sedikit mayoritasnya. Maka dari itu untuk
mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang aman dan damai maka
diperlukan adanya saling membantu dan menghormati satu dengan yang

lain. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Keagamaan
No Agama Jumlah %
1 Islam 99%
2 Kristen 1%

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat 2025
Penduduk Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten
Langkat, didominasi oleh pemeluk agama Islam. Komposisi jumlah penduduk
yang menganut agama Islam jauh lebih besar dibandingkan pemeluk agama

lainnya seperti Kristen dan sebagainya. Kehidupan masyarakat di Desa ini
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sangat kental dengan nuansa religius dan nilai-nilai keislaman, yang
tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian, baik dalam aspek sosial,
budaya, maupun adat istiadat. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan
keagamaan yang dilaksanakan secara rutin, seperti pengajian, peringatan
hari besar Islam, dan pendidikan keagamaan di masjid maupun musholla.

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti
madrasah, Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), menunjukkan bahwa Islam
tidak hanya dianut secara formal, tetapi juga dipraktikkan secara aktif dan
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keharmonisan antar umat
beragama tetap terjaga meskipun terdapat sebagian kecil warga yang
memeluk agama lain. Mereka hidup berdampingan dengan penuh toleransi,
saling menghormati, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan
bermasyarakat.
a. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan warga-masyarakat Desa Tanjung Pasir umumnya
telah dinilai relatif baik. Dimana data jumlah perangkaan kematian ibu dan
bayi relatif kecil juga bisa dikatakan tidak ada, sebab anggota Posyandu dan
kebidanan yang per bulannya mengunjungi dan memantau serta menimbang
balita setiap masa Posyandu dan pula senantiasa memiliki kepedulian
akan permasalahan kesehatan warga. Hal ini didukung dengan
tersedianya Polindes Desa Tanjung Pasir, menyebabkan masyarakat
mampu memakai pengaksesan bagi kesehatannya lewat Polindes, dan
pemantauan kesehatan tiap waktunya melalui program kesehatan yang
digerakkan dinas yang berhak demi sekaligus menyuluhkan kesehatan
di Desa Tanjung Pasir
b. Sarana Prasarana

Bukan hanya selaku faktorial yang menunjang suatu desa, sarana dan
prasarana dapat dijadikan satu diantara faktor yang mampu memberikan
bantuan untuk berlangsungnya penghidupan warga. Untuk Desa Tanjung

Pasir sendiri, sarana dan prasarana berpotensi dinilai mencukupi dan
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mampu memudahkan atas pemenuhan yang masyarakat butuhkan.
Sejumlah sarana dan prasarananya diantaranya kesehatan, pendidikan,
olahraga dan sebagainya telah tersedia dan terus senantiasa dilanjutkan
supaya bisa memberikan pemenuhan apa yang warga-masyarakat
butuhkan serta penunjang kemobilitasan perekonomian Desa Tanjung
Pasir.

Berikut dapat dilihat dari tabel sejumlah sarana dan prasarana yang
telah tersedia di Desa Tanjung Pasir (Sumber Data Dasar Keluarga 2025).

1. Prasarana dan Sarana Komunikasi dan Informasi

No Kategori Jenis Keterangan
1 | Internet Warnet 1 unit

2 | Telepon Sinyal Telepon Seluler 2 unit

3 | Jaringan Internet Wifi Tersedia

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

2. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

No Jenis Keterangan
1 Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) 0

2 | Jumlah MCK Umum (Unit) 1

3 | Jamban Keluarga (KK) 1385

4 | Saluran Pembuangan Air Limbah Tersedia
5 | Jumlah Saluran 18

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

3. Prasarana Peribadatan

No Jenis Peribadatan Jumlah
1 []Jumlah Mesjid 4
2 | Jumlah Musholla 5

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir
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No Jenis Prasarana Olah Raga Jumlah
1 | Lapangan Buku Tangkis 2
2 | Lapangan Voli 2
3 | Meja Pingpong 4
Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir
. Prasarana Kesehatan
No Jenis Prasarana Kesehatan Jumlah
1 [ Polindes 1
2 | Posyandu 4
3 | Rumah Bersalin 3
Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir
. Sarana Kesehatan
No Jumlah Sarana Kesehatan Jumlah
1 Bidan 11
2 Perawat 5

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir

. Prasarana Pendidikan

No Jenis Gedung Jumlah Sewa | Jumlah Milik Sendiri
1 Gedung SD/sederajat 0 2
2 Gedung SMP/sederjat 0 0
3 Gedung TK 0 2
4 [ Jumlah Lembaga 0 3
Pendidikan Agama
5 Perpustakaan dan 0 1

Kelurahan

Sumber: Profil Desa Tanjung Pasir
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Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi sarana dan
prasarana di desa ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas sosial, ekonomi,
pendidikan, serta pertanian masyarakat. Secara umum, infrastruktur di desa
ini masih tergolong berkembang dan terus mengalami perbaikan melalui
program pemerintah desa maupun kabupaten. Meliputi:

1. Prasarana Transportasi

Akses jalan di Desa Tanjung Pasir sebagian besar telah beraspal,
terutama jalan utama yang menghubungkan desa dengan kecamatan. Namun,
masih terdapat beberapa jalan penghubung antar dusun dan jalan pertanian
yang belum diaspal dan rusak, terutama saat musim hujan. Ketersediaan
transportasi umum masih terbatas, sehingga masyarakat banyak
menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor.

2. Prasarana Pendidikan

Di bidang pendidikan, desa ini memiliki beberapa unit sekolah dasar
(SD) dan satu unit sekolah menengah pertama (SMP). Untuk jenjang
pendidikan menengah atas, masyarakat umumnya harus pergi ke kecamatan
atau daerah sekitar. Sarana pendidikan sudah cukup memadai, meskipun
masih dibutuhkan peningkatan fasilitas belajar seperti perpustakaan,
laboratorium, dan ruang kelas yang representatif.

3. Prasarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Desa Tanjung Pasir terdiri dari satu Puskesmas
Pembantu dan beberapa posyandu yang aktif melayani masyarakat. Untuk
layanan medis yang lebih lengkap, warga harus mengakses Puskesmas induk
di kecamatan atau rumah sakit di kota terdekat. Ketersediaan tenaga
kesehatan seperti bidan desa cukup membantu dalam pelayanan kesehatan
dasar.

4. Sarana Ibadah
Mayoritas penduduk Desa Tanjung Pasir beragama Islam, sehingga

keberadaan masjid dan musala cukup tersebar merata di tiap dusun. Fasilitas
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ibadah lainnya seperti gereja ada dalam jumlah terbatas, menyesuaikan
dengan komposisi penduduk non-Muslim yang relatif kecil.
5. Sarana Ekonomi dan Pertanian

Sebagai desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani,
terutama petani padi, sarana pendukung pertanian sangat penting. Desa ini
memiliki fasilitas seperti irigasi, alat pertanian tradisional dan modern
(sebagian besar milik kelompok tani atau bantuan pemerintah), serta adanya
gudang penyimpanan hasil panen. Namun, prasarana pendukung distribusi
seperti jalan tani dan akses ke pasar masih perlu ditingkatkan.
6. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi

Sebagian besar warga menggunakan sumur gali atau sumur bor untuk
kebutuhan air bersih. Sementara itu, fasilitas sanitasi seperti jamban sehat
sudah tersedia di sebagian besar rumah tangga, meskipun masih diperlukan
edukasi dan bantuan dalam peningkatan sanitasi lingkungan.
7. Listrik dan Telekomunikasi

Listrik dari PLN telah menjangkau hampir seluruh rumah penduduk.
Akses telekomunikasi seperti sinyal seluler cukup tersedia, namun koneksi
internet belum merata dan sebagian masyarakat masih kesulitan dalam

mengakses informasi digital



BAB 1V
TINJAUAN SIYASAH MALIYAH DALAM IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATINO 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENDISTRIBUSIAN PUPUK SUBSIDI

4.1 Pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 tentang
pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten
Langkat Sumatera Utara

Peraturan Bupati (Perbup) adalah jenis peraturan perundang-
undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati di tingkat kabupaten, untuk
menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah. Peraturan Bupati
No 1 Tahun 2015 tentang Alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Langkat.
Peraturan Bupati dibuat dengan harapan pihak-pihak terkait dapat
menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimna mestinya agar
sektor pertanian dapat berkembang dengan baik dan kehidupan para petani
dapat sejahtera.

Kesejahteraan manusia merupakan hal yang utama dalam Islam karna
dalam prakteknya, Rasulullah SAW membangun suatu perekonomian yang
dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian yang besar yang mampu
menembus keluar dari Jazirah Arab. Berdasarkan Implementasi Peraturan
Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Proses Pendistribusian Pupuk
Subsidi Kepada Petani di Desa Tanjung Pasir dengan memperhatikan prinsip-
prinsip kebijakan islam. Adapun Implementasi kebijakan adalah sebagai
berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu Implementasi jika apa yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakannya telah disampaikan kepada kelompok sasarana seperti
mengenai harga pupuk, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ujang selaku agen

pupuk bahwa:
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“Jika akan terjadi perubahan harga otomatis akan diketahui oleh
masyarakat bukan informasi dari pihak pengecer tetapi informasi dari
pemerintah dan media masa” (Wawancara Bapak Ujang )
2. Sumber Daya
Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia dan
sumber daya financial, Bapak Ujang selaku pengecer atau agen pupuk
menjelaskan bahwa:

“Dari pengecer sendiri tidak pernah mengeluarkan bantuan ke pada
petani, tetapi pemerintah yang memberikan bantuan kepada Ketua
kelompok tani untuk di berikan kepada anggota kelompok tani biasa
berupa benih, dan pupuk cair” (Wawancara Bapak Ujang)

Bapak Syahrum selaku ketua Kelompok Tani membetulkan hal itu ia

menyatakan bahwa:

“Kadang memang ada bantuan dari pemerintah berupa benih dan

pupuk tapi bukan pupuk bersubsidi melainkan pupuk -cair”

(Wawancara Bapak Syahrum)

Sumber daya yang berupa bantuan-bantuan yang sering diberikan
kepada petani berupa benih yang nantinya akan di tanam petani di lahannya
dan ada juga berupa pupuk cair yang diberikan oleh pemerintah biasanya
pupuk cair yang di berikan ini tidak digunakan oleh petani, biasanya pupuk
cair yang diberikan digunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang lain
seperti cabai, jagung, dan lain-lain. Di awal Tahun 2020 sampai Tahun 2023
tidak pernah di adakan sosialisasi lagi di karenakan pada awal Tahun 2020
mulai menyebarnya (covid-19) sampai pada Tahun 2021 semua kegiatan
yang berhubungan dengan keramaian di hentikan dan Tahun 2022 sampai
pada Tahun 2025 belum pernah di adakan lagi sosialisasi oleh pemerintah
terkait dengan sektor pertanian.

3. Disposisi

Disposisis yang dimaksud adalah watak dari seseorang apabila watak

dari seseorang itu baik makan kebijakan yang di terapkan akan berjalan

degan baik juga. Bapak Ujang menjelaskan tentang hal ini bahwa:
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“Kita sebagai agen harus sabar menghadapi konsumen, karna kita

sebagai pengecer atau agen memang paham apa yang di rasakan oleh

petani tentang pupuk ini, pengeluaran petani memang banyak tapi apa
boleh buat kami mengikuti harga yang sesuai dengan harga RDKK jadi
semua rata” (Wawancara bapak Ujang).

Pelaksana kebijakan dalam hal ini yang dimaksud adalah agen pupuk,
agen pupuk sendiri sudah merasa telah melaksanakan semua kebijakan yang
di terapkan oleh pemerintah terkait dengan pupuk subsidi sudah berjalan
dengan baik, akan tetapi ada salah satu petani yang memberikan pernyataan
bahwa salah seorang keluarganya yang sebenarnya sudah terdaftar dalam
RDKK dari beberapa tahun yang lalu tetapi ia baru mengetahui hal tersebut di
Tahun 2024 bahwa sebenrnya dia sudah terdaftar dalam sistem RDKK, di sini
agen pupuk yang sebenarnya yang megetahui hal tersebut tidak
menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan jatah yang sebenarnya
di terima oleh petani itu di simpan oleh agen dan di situlah ia berkesempatan
untuk menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) karena sudah di luar dari
jatah petani yang apabila sewaktu-waktu ada petani yang masih
membutuhkan pupuk.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP)
berikut adalah teknis peruntukan dan kebutuhan pupuk bersubsidi yang
tertera di dalam BAB II Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1
“Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang

mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per
keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1
(satu) hektar”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015
ditegaskan bahwa penerima pupuk bersubsidi adalah petani, pekebun, atau
peternak yang mengelola lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim

tanam untuk setiap keluarga, kecuali untuk pembudidaya ikan dan udang

yang dibatasi hanya sampai 1 (satu) hektar. Ketentuan ini bertujuan untuk
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memberikan bantuan pupuk secara tepat sasaran kepada petani kecil yang
memiliki keterbatasan modal dan akses terhadap sarana produksi pertanian.
Pelaksanaan aturan ini di Desa Tanjung Pasir secara umum telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, di mana mayoritas petani di desa tersebut
menggarap lahan pertanian tidak lebih dari dua hektar, sehingga masuk
dalam kategori penerima subsidi. Namun, dalam implementasinya masih
ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas distribusi.

Permasalahan pertama terletak pada aspek pendataan. Sebagian
petani belum terdaftar secara resmi dalam sistem RDKK (Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok) karena kurangnya pembaruan data atau kendala
administratif. Hal ini menyebabkan tidak semua petani yang seharusnya
berhak mendapatkan pupuk subsidi dapat mengaksesnya sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan. Kedua, proses pengawasan terhadap
pendistribusian pupuk masih belum optimal. Di lapangan ditemukan adanya
keterlambatan distribusi dan dugaan penyaluran yang tidak sesuai prosedur.
Kurangnya koordinasi antara kelompok tani, distributor, dan pemerintah
desa menyebabkan sistem distribusi berjalan tidak merata.

Selain itu, sosialisasi kepada petani mengenai syarat dan mekanisme
penerimaan pupuk subsidi masih minim. Banyak petani yang belum
memahami Kketentuan mengenai batasan luas lahan maupun prosedur
administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima pupuk subsidi.
Dengan demikian, walaupun secara normatif Peraturan Bupati No. 1 Tahun
2015 telah menetapkan kriteria yang jelas, implementasinya di Desa Tanjung
Pasir masih memerlukan pembenahan dalam aspek pendataan, pengawasan,
dan sosialisasi. Hal ini penting agar pendistribusian pupuk subsidi dapat
berjalan sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan dalam pembangunan
pertanian.

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015
merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan

memberikan perlindungan dan dukungan kepada petani kecil melalui
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penyediaan pupuk bersubsidi. Dalam konteks implementasinya di Desa
Tanjung Pasir, kebijakan ini telah dijalankan dengan menyalurkan pupuk
bersubsidi kepada petani yang memenuhi syarat, yakni yang mengelola lahan
tidak lebih dari dua hektar.

Namun, sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih ditemukan
berbagai kendala di lapangan, seperti pendataan yang belum merata,
kurangnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan distribusi. Beberapa
petani yang memenuhi syarat belum masuk dalam RDKK (Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok) dan pada saat bersamaan terdapat indikasi adanya
penyimpangan dalam jalur distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan,
efisiensi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam tinjauan Siyasah Maliyah, Kkebijakan subsidi pupuk ini
merupakan bentuk tasarruf al-imam ‘ala ra’iyyatihi manuthun bi al-maslahah
(kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada
kemaslahatan). Pemerintah, dalam hal ini Bupati sebagai pemegang otoritas
kebijakan publik, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan
anggaran negara demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama
petani.

Dari perspektif Siyasah Maliyah, pendistribusian pupuk subsidi
seharusnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara. Subsidi pupuk yang diberikan
kepada petani kecil adalah bentuk pemanfaatan dana publik untuk
kesejahteraan umat, yang sejalan dengan prinsip keuangan dalam Islam.
Namun, apabila distribusi tidak tepat sasaran, atau justru dimanfaatkan oleh
pihak-pihak yang tidak berhak, maka hal tersebut bertentangan dengan
prinsip keadilan dan akan menimbulkan mafsadah (kerusakan) dalam
pengelolaan keuangan publik.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perbup No. 1

Tahun 2015, apabila dijalankan secara optimal dan sesuai prosedur,
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merupakan bentuk nyata dari kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai
Siyasah Maliyah. Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan penuh integritas
dan pengawasan yang baik, maka kebijakan ini justru dapat merusak amanah
publik dan menyimpang dari tujuan syariat dalam mengatur keuangan
negara demi kemaslahatan umat.

Bapak Syahrul selaku ketua kelompok tani anugrah menjelaskan
bahwa pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi telah diupayakan
mengikuti aturan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa pendataan
dilakukan melalui sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),
namun masih terdapat kendala dalam proses verifikasi data. Beberapa petani
yang memiliki lahan di bawah dua hektar belum tercatat karena kesalahan
atau kelalaian administrasi. Beliau menyatakan:

“Kami sudah masukkan nama-nama anggota ke RDKK tiap tahun, tapi
kadang masih ada yang tidak kebagian karena masalah pendataan.
Padahal mereka petani aktif dan lahannya pun kurang dari dua
hektar.” (Wawancara Bapak Syahrul)

Antony Ginting selaku pemerintahan Dinas Pertanian yang menangani

persoalan pupuk mengatakan:

“Dinas Pertanian berperan dalam verifikasi RDKK, koordinasi dengan
distributor, hingga pengawasan di tingkat kios pengecer. Kami juga
menugaskan penyuluh pertanian untuk mendampingi kelompok tani
agar tidak terjadi penyimpangan.” (Wawancara Anthony Ginting Dinas
Pertanian).

“Distribusi dimulai dari produsen — distributor — kios pengecer

resmi — kelompok tani/petani. Semua dilakukan berdasarkan RDKK

yang sudah ditetapkan. Tanpa RDKK, kios tidak bisa menyalurkan

pupuk subsidi.” ( Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan dari Peraturan Bupati
telah diterapkan, implementasinya di tingkat lapangan masih menghadapi
kendala teknis dan administratif. Bapak Ujang sebagai kios pengecer resmi

menjelaskan bahwa penyaluran pupuk dilakukan berdasarkan data dari

kelompok tani yang telah terdaftar dalam RDKK. la mengatakan:



63

“Kami hanya bisa salurkan pupuk kalau namanya ada di RDKK.

Kadang ada petani yang datang tapi belum terdaftar, jadi kami tidak

bisa berikan. Semua penyaluran juga kami laporkan ke dinas.”

(Wawancara Bapak Ujang)

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sistem distribusi
pupuk cukup ketat dan sesuai aturan, tetapi ketergantungan terhadap
keakuratan data membuat petani yang tidak tercatat kehilangan haknya.
Bapak Ijar menyampaikan bahwa dirinya memiliki lahan kurang lebih satu
hektar dan tergabung dalam kelompok tani. [a menyebutkan bahwa proses
penerimaan pupuk subsidi kadang terlambat, meskipun dirinya telah

memenuhi semua syarat. la menyampaikan:

“Saya ini cuma punya sawah satu hektar. Sudah ikut kelompok tani
juga. Tapi kadang pupuk subsidi lambat datangnya. Kalau pupuk nya
telat kami yang rugi dikarenakan harus membeli pupuk Non subsidi
karena musim tanam susah tiba” (Wawancara Bapak Ijar)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain masalah administratif,
faktor teknis dan distribusi logistik juga menjadi tantangan dalam
pelaksanaan kebijakan. Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza,
S.T.S.H menegaskan bahwa pemerintah desa turut berperan dalam
pengawasan dan pendampingan terhadap penyaluran pupuk subsidi. Beliau
mengatakan:

“Kami dari pemerintah desa selalu mendampingi dan membantu
proses pendataan. Tapi memang masih ada beberapa petani yang
belum terdata atau belum paham prosedur. Kami harap dinas terkait
bisa bantu sosialisasi lebih luas, agar pendistribusian benar-benar adil
dan merata.” (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal
Rehza, S.T.,S.H)

Sementara itu Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian
mengemukakan:

“Kami melakukan monitoring rutin, baik melalui laporan penyuluh
pertanian lapangan maupun kunjungan langsung. Selain itu, ada
sistem pelaporan online untuk memastikan data distribusi pupuk
transparan.”

(Wawancara Anthony Ginting Dinas Pertanian).
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Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa implementasi
Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 telah dijalankan sesuai pedoman, namun
dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan yang
memerlukan perbaikan, baik dalam aspek pendataan, distribusi, hingga
edukasi kepada petani. Penyaluran pupuk subsidi tertera dalam Pasal II
Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 yang mencakup pengelolaan penyaluran
sebagai berikut:

2. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di
lini IV ke petani atau Kelompok Tani. Mencakup sebagai berikut;

a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK

sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani
yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Kebijakan pupuk
bersubsidi bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan harga murah bagi
petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar. Hal tersebut juga
sesuai dengan amanat pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2018, sehingga pupuk bersubsidi dapat terjamin Kketersediaanya dan
harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Peraturan Menteri tersebut ditindak lanjutinya dengan penerbitan
Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas
Daerah Kabupaten atau Kota terkait dengan alokasi pupuk di masing-masing
daerahnya, untuk selanjutnya aturan tersebut menjadi pedoman bagi
produsen, distributor, dan penyalur pupuk di Lini IV dalam menyediakan dan
menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Pupuk
bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk

kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian. Jenis-jenis
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pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK
dan Organik. Namun, dengan adanya pembaharuan kebijakan Permentan No.
10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi Sektor Pertanian, jenis pupuk yang
mendapatkan subsidi hanya Urea dan NPK.

Mekanisme penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi Kelompok
Tani disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua Kelompok Tani
dengan didampingi penyuluh, untuk selanjutnya dimasukan dalam Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengusulan RDKK dari Kelompok
Tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas
Pertanian setempat. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016
tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi
dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan (HET)
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi
dan (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Tersalurnya pupuk
bersubsidi kepada petani harus melalui syarat, antara lain :
Berprofesi Sebagai Petani
Memiliki Lahan Maksimal 2 Hektar / Perkelompok tani
Tergabung Dalam Kelompok Tani
Terdaftar dalam RDKK
Memiliki KK dan KTP

v i > W N

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang
dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pengadaan ini merupakan
proses penyediaan pupuk oleh produsen sedangkan penyalurannya
merupakan proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai
dengan tingkat konsumen. Artinya pupuk bersubsidi memang diberikan oleh

pemerintah kepada produsen pupuk yang selanjutnya proses pengadaan
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pupuk kepada para petani dengan memberikan harga pupuk yang
terjangkau.

Desa Tanjung Pasir merupakan salah satu desa di Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini
mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Jenis pertanian
yang dominan adalah padi dan palawija. Kebutuhan pupuk bersubsidi
menjadi kebutuhan pokok dalam mendukung produktivitas pertanian
masyarakat. Pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir dilakukan
melalui kios resmi yang telah ditunjuk oleh dinas terkait dan bekerja sama
dengan kelompok tani. Proses ini seharusnya mengacu pada Peraturan
Bupati Langkat No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendistribusian Pupuk
Bersubsidi. Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 dilihat dari tiga
aspek utama, yaitu:

1. Input: Penetapan data petani yang berhak, jenis pupuk, dan kebutuhan
lahan.

2. Proses: Alur distribusi dari distributor ke kios, kemudian ke petani
melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

3. Output: Penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai jumlah.

Berdasarkan aluran Pendistribusian mencakup sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Dinas Pertanian Kabupaten Langkat secara periodik memberikan
sosialisasi kepada Kelompok Tani melalui penyuluh lapangan (PPL). Namun,
hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa tidak semua petani
menerima informasi tersebut secara merata. Seperti yang dijelaskan oleh
petani yaitu Bapak [jar mengatakan bahwa:

“Kami jarang sekali dikumpulkan soal pupuk ini, tahu-tahu pupuk

sudah habis di kios.” (Wawancara Bapak []ar)

b. Penggunaan RDKK
RDKK adalah dasar dalam pendistribusian pupuk subsidi. Kelompok

tani harus menyusun RDKK secara kolektif dan disahkan oleh kepala desa
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serta penyuluh pertanian. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa petani
mengaku tidak dilibatkan langsung dalam penyusunan RDKK. Hal ini
menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan jumlah pupuk yang
didistribusikan. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua kelompok tani Bapak
Syahrum sebagai berikut:

“Kita sudah ajukan lewat RDKK, tapi jumlah yang datang dari kios
kadang tidak sesuai, mungkin karena kuota dari atas.” (Wawancara
Bapak Syahrum)

Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H mengatakan

“Ketua kelompok tani sebelum mengajukan RDKK untuk keluarnya
pupuk maka setiap kelompok tani wajib meminta persetujuan dari
Kantor Desa yang nanti nya apabila mendapatkan persetujuan dari
Kepala Desa maka pupuk tersebut baru dikeluarkan, namun apabila
masih ada petani yang tidak mendapatkan pupuk dan nama nya tidak
ada di dalam RDKK mungkin itu kesalahan input dari pihak atas atau
kelalaian dari penyuluh pertanian” (Wawancara Kepala Desa Tanjung
Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H)
Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian mengatakan:

“RDKK disusun oleh kelompok tani, bersama penyuluh pertanian, lalu
di verifikasi oleh Dinas Pertanian, setelah disahkan RDKK menjadi
dasar utama penyaluran pupuk” (Wawancara Anthony Ginting Dinas
Pertanian).
d. Proses Penyaluran Melalui Kios Resmi
Pupuk subsidi disalurkan melalui kios resmi yang sudah ditunjuk oleh
distributor. Kios menerima pupuk sesuai kuota dan mendistribusikannya

kepada petani yang tercatat dalam RDKK.

“Kami hanya menyalurkan sesuai daftar nama dari RDKK, kadang

petani marah karena tidak kebagian, padahal stoknya memang

sedikit.” (Wawancara Bapak Syahrum)

Permasalahan yang ditemukan yaitu kelangkaan pupuk subsidi
karena keterbatasan kuota, distribusi tidak merata, beberapa petani tidak
mendapat bagian dan kurangnya pengawasan dan verifikasi dalam
penyusunan RDKK dan proses distribusi. Teori Implementasi kebijakan

menekankan pada empat variabel penting yaitu mencakup:
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Komunikasi
Sumber Daya

Disposisi atau Sikap Pelaksanaan

oW N

Struktur Birokrasi

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara
penyaluran pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Langkat, termasuk Desa
Tanjung Pasir. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pupuk subsidi
disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat
jenis, dan tepat tempat sesuai prinsip yang ditetapkan dalam kebijakan
pertanian nasional. Namun dalam praktik di lapangan, masih ditemukan
berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan
ini. Berikut merupakan temuan-temuan terbaru hasil observasi, wawancara,
serta analisis terhadap kondisi pendistribusian pupuk subsidi di Desa
Tanjung Pasir
1. Temuan Lapangan Terkait Pendistribusian Pupuk Subsidi
a. Praktik Pungutan di Luar Ketentuan (Pungli)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani dan ketua
kelompok tani, diketahui bahwa terdapat pungutan tambahan sebesar Rp40
per kilogram yang dibebankan kepada kios pengecer saat menebus pupuk
subsidi di gudang PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) Langkat. Pungutan ini
dilakukan dengan dalih “pengamanan untuk aparat penegak hukum.”

Dampaknya, kios menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi
(HET). Misalnya, pupuk Urea yang seharusnya dijual seharga Rp112.500 per
karung (50 kg), justru dijual kepada petani dengan harga Rp135.000-
Rp150.000 per karung. Hal ini jelas melanggar ketentuan distribusi pupuk
subsidi dan merugikan petani kecil yang sangat bergantung pada harga
subsidi.

b. Distribusi Tidak Tepat Sasaran dan Terjadi Penimbunan
Selain harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), terdapat

laporan adanya penimbunan dan penyimpangan alokasi pupuk subsidi.
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Beberapa petani di Desa Tanjung Pasir mengaku bahwa mereka kesulitan
mendapatkan pupuk meskipun namanya telah terdaftar dalam RDKK
(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sering kali, pupuk hanya tersedia
dalam jumlah terbatas, sehingga petani harus membeli dari pihak ketiga
dengan harga yang lebih mahal lagi, bahkan hingga Rp180.000-Rp190.000
per karung. Berdasarkan pengamatan, distribusi pupuk tidak mengikuti
mekanisme RDKK secara penuh. Ada indikasi kuat bahwa sebagian alokasi
dialihkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak atau ditimbun untuk
kepentingan pribadi, yang menyebabkan kelangkaan di tingkat kelompok
tani.
c. Lemahnya Pengawasan oleh Pemerintah

Pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk subsidi masih
sangat lemah. Walaupun dalam Peraturan Bupati telah ditetapkan
mekanisme pengawasan oleh KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida),
namun kenyataannya KP3 di tingkat Kecamatan jarang melakukan inspeksi
secara langsung ke Kkios pengecer maupun ke kelompok tani. Akibat
lemahnya pengawasan ini, praktik pelanggaran seperti penjualan di atas HET,
penimbunan pupuk, dan pengalihan alokasi tidak dapat dicegah. Hal ini
bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi
dasar pelaksanaan kebijakan publik menurut teori implementasi hukum.
d. Respons Pemerintah Daerah terhadap Permasalahan

Sebagai respon atas keluhan para petani, Bupati Langkat dan Faisal
Hasrimy melakukan peninjauan langsung ke lapangan pada awal Januari
2025. Dalam kunjungannya ke desa Tanjung Ibus yang memiliki karakteristik
serupa dengan Tanjung Pasir, Pj. Bupati menerima keluhan petani terkait
kelangkaan pupuk, irigasi rusak, dan infrastruktur distribusi yang buruk.
Sebagai tindak lanjut, Bupati memerintahkan Dinas Pertanian untuk:
1. Menelusuri alur distribusi subsidi dari awal sampai akhir.
2. Memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan.

3. Mengaktifkan kembali KP3 untuk pengawasan distribusi di lini IV.
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4. Menyusun program khusus untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan
perbaikan jalur distribusi ke desa.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Dinas Pertanian

Langkat per akhir 2024, tercatat:
a. Alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Langkat mencapai 1.560 ton Urea
dan 1.220 ton NPK.
b. Realisasi penyaluran mencapai 1.259 ton Urea dan 1.112 ton NPK. Namun
distribusi tersebut masih belum sepenuhnya merata ke seluruh desa,
termasuk Desa Tanjung Pasir.
2. Dampak Terhadap Petani

Permasalahan beban yang muncul akibat penyimpangan distribusi
pupuk subsidi berdampak langsung terhadap produksi pertanian masyarakat
di Desa Tanjung Pasir. Banyak petani mengaku mengalami penurunan hasil
panen karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk tepat waktu. Selain
itu, biaya produksi meningkat akibat pembelian pupuk di luar jalur subsidi.
Situasi ini tidak hanya mempengaruhi pendapatan petani, namun juga
menciptakan ketimpangan akses antara petani kecil dan pihak-pihak yang
memiliki koneksi ke distributor atau kios pengecer tertentu.
3. Analisis Implementasi Berdasarkan Siyasah Maliyah

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan distribusi pupuk subsidi
seharusnya berpihak kepada kemaslahatan umat, khususnya petani sebagai
kelompok masyarakat lemah. Praktik pungli, penimbunan, dan
penyalahgunaan distribusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip
keadilan, amanah, dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola harta
milik umum (al-mal al-‘am). Pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah
dalam kebijakan publik, wajib memastikan bahwa bantuan dari negara
tersalurkan secara adil, tanpa penyimpangan yang merugikan rakyat kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan
bahwa: Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di Desa Tanjung

Pasir belum berjalan secara optimal. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan
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jumlah pupuk yang diterima masih terjadi, disebabkan oleh lemahnya sistem
perencanaan (RDKK), terbatasnya kuota, serta kurangnya pengawasan. Pihak
kios sebagai pelaksana akhir sering menjadi sasaran keluhan petani, padahal
mereka hanya menerima dan menyalurkan sesuai instruksi. Diperlukan
evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi, serta
peningkatan transparansi dan pengawasan pemerintah desa dan dinas
terkait.

4.2 Hambatan dan Kendala Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada

Petani di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak dapat di
pisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga
akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhui kebutuhan hidupnya. Di
sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga
dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain,
maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia
membutuhkan kerja sama dan saling membantu satu sama lain yang dalam
figh di sebut dengan muamalah.

Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari muamalah, salah satu satu
sektor yang menjadi penyangga ekonomi nasional adalah sektor pertanian.
Sektor pertanian ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam
upaya pengurangan kemiskinan dan penggangguran di beberapa wilayah.
Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan penghasil produk-produk
pertanian dunia seperti karet, kelapa sawit, termasuk produk pangan seperti
padi, jangung dan kedelai, di mana masyarakat banyak yang hidup dari
sektor pertanian.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat
memepertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap
orang merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Indonesia sebagai negara
dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan kompleks dalam

memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Seiring bertambahnya jumlah
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penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan, oleh
karena itu pencapaian produksi pertanian yang terus di barengi dengan alih
fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah. Di samping lahan,
infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani,
ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk
merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan
produksi pertanian.

Paradigma pembangunan pertanian meletakkan petani sebagai
subyek, bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai tujuan nasional.
Karena itu pembangunan kapasitas masyarakat guna mempercepat upaya
memberdayakan ekonomi petani atau produsen. Upaya tersebut dilakukan
untuk mempersiapkan masyarakat petani menjadi mandiri dan mampu
memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Untuk mewujudkan visi pertanian
tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani
menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan
berkeadilan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah harus
memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan ketahanan pangan
yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusaha tani, salah satunya
yaitu pemberian subsidi. Subsidi merupakan instrument pemerintah dalam
melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan sebagai hasil dari
suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh produsen
yang naik hingga di atas harga yang mampu di bayar konsumen, Sebenarnya
harga dari pihak pengecer tetap sama dari apa yang diterapkan oleh
pemerintah, penyaluran pupuk ke petani berjalan sesuai peraturan yang di
terapkan oleh pemerintah, Bapak Ujang selaku ketua Kelompok Tani di Desa
Tanjung Pasir.

“Sebenarnya harga pupuk itu hampir rata sama yang dibelikan oleh
petani sesuai dengan harga pemerintah, hanya saja yang harus di
bayar petani berbeda sedikit karna adanya biaya pikul dari orang yang
mengantar dan biaya mobil tergantung dari jarak tempuh ke alamat
kios pengecer” (Wawancara Bapak Ujang)
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Walapun demikian stok pupuk yang bersubsidi di pengecer tidak
selalu ada, terkadang sering terjadi keterlambatan masa pemupukan pada
padi karena beberapa kendala dan terkadan juga ada beberapa petani yang
mendatangi pihak pengecer dengan rasa kesal karena pupuk yang akan di
pakai lambat sampai di tangan petani, Bapak Ujang selaku pengecer
mengatakan Bahwa:

“Biasa terjadi keterlambatan karena pemakaian pupuk yang

bersamaan di berbagai daerah dan keterlambatan produksi, biasa juga

ada petani yang datang ke rumah komplen karena pupuknya lambat
ke petani” (Wawancara Bapak Ujang).

Faktor kendala dan penghambat dalam pendistribusian pupuk subsidi
di Desa Tanjung Pasir sangat sering terjadi apabila akan memasuki musim
tanam dikarenakan pedistribusian pupuk subsidi kepada petani di Desa
Tanjung Pasir tidak terlepas dari berbagai sisi teknis, administratif, maupun
sosial. Diantaranya:

1. Ketidaksesuaian Data RDKK dengan Kondisi Lapangan

Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian data Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan jumlah petani dan luas lahan
aktual. Hal ini menyebabkan sebagian petani tidak mendapatkan pupuk
subsidi. Ketua kelompok tani Bapak Syahrum menerangkan bahwa:

"Kami sudah ajukan RDKK sesuai kebutuhan, tapi sering Kkali
realisasinya tidak sesuai. Ada petani yang sudah masuk kelompok tapi
namanya tidak muncul di daftar penerima pupuk, kami juga tidak tau
apa penyebabnya mungkin di karenakan adanya pergantian antara
petani jadi masing masing petani mendapatkan jatah giliran misalnya
tahun lalu dapat seketika tahun ini tidak dapat” (Wawancara Bapak
Syahrum).

Sementara itu Anthony Ginting selaku Pemerintahan Dinas Pertanian

mengemukakan:

“Memang ada beberapa kendala di lapangan seperti keterlambatan
distribusi dari distributor, jumlah pupuk yang diterima tidak selalu
sesuai kebutuhan petani, dan kadang ada kelangkaan.” (Wawancara
Antony Ginting Dinas Pertanian)



mendapatkan pupuk subsidi Tahun 2025 yang nama nya sudah di ajukan
dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tetapi tidak keluar

namanya saat data sudah di terima dan pupuk subsidi akan dikeluarkan

Berikut di Lampirkan dalam tabel

mendekati musim tanam sebagai berikut;

data petani

yang tidak

Tabel 1
Data Petani Yang Tidak Mendapatkan Pupuk Subsidi Tahun 2025
No Nama Petani NIK Alamat Luas
lahan
1 | Lilis Suryani 1205154404740001 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir
2 | Ahmadi 1205150309750003 | Tanjung 0.8 Ha
Pasir
3 | M. Sabri 1205150610580002 | Tanjung 1 Ha
Pasir
4 | Matmuri 1205150804670003 [ Tanjung 1 Ha
Pasir
5 | Marioto 1205150810640001 Tanjung 1,1 Ha
Pasir
6 | Aidil Nurmansyah 1205186287900003 | Tanjung 1 Ha
Pasir
7 | Endi Juliandy 1205181307830001 | Tanjung 0,6 Ha
Pasir
8 | Agus Salim 1205151508750003 [ Tanjung 0.8
Pasir
9 | M. Herman Januar 1205151601680001 | Tanjung 1,2 Ha
Sorongan Pasir
10 | M. Azmi 1205151311710003 | Tanjung 0,8 Ha
Pasir
11 | Kiki Suheri 1206151707850005 | Tanjung 0,6 Ha
Pasir




75

12 | Mogi Sahputra 1205180503780001 | Tanjung 0,8 Ha
Pasir

13 | Kamaruddin 1205180408760001 | Tanjung 0,8 Ha
Pasir

14 | Muhammad Syafi'i 1205151506950002 Tanjung 0,8 Ha
Pasir

15 | Irpan Maulana 1205151107010001 | Tanjung 1 Ha
Pasir

Sumber: Data Kelompok Tani Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat
2. Terbatasnya Kuota Pupuk Subsidi

Kuota pupuk subsidi yang diberikan pemerintah sering kali tidak
mencukupi kebutuhan petani. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara
permintaan dan jumlah pupuk yang tersedia.

"Pupuk subsidi cuma cukup untuk sebagian lahan. Kami terpaksa beli
pupuk nonsubsidi yang harganya dua kali lipat. Kadang terpaksa beli
yang nonsubsidi namun gimana lagi harus dibeli kalau tidak mau di
pupuk pakai apa padahal jatah masing masing sudah ada namun
kadang ada juga yang mengambil jatah orang yang lain dikarenakan
dekat dengan kios pengecer” (Wawancara Petani Bapak [jar)
3. Kendala Transportasi dan Infrastruktur
Kondisi jalan di beberapa wilayah desa masih sulit dilalui, terutama
saat musim hujan. Hal ini menghambat proses distribusi pupuk dari kios ke
petani. Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,.S.H mengatakan

bahwa:

"Jalan ke lahan pertanian di ujung desa rusak parah. Truk pengangkut
pupuk sering mogok atau tidak bisa masuk. Ini juga termasuk dalam
faktor penghambat distribusi terutama saat musim tanam."
(Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza S.T.,S.H)
3. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Mekanisme Pupuk Subsidi
Sebagian petani belum memahami mekanisme dan syarat untuk
mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam

proses pengajuan dan pencairan pupuk. Ibu Gina petani di Desa Tanjung

Pasir mengemukakan bahwa:
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“Saya baru jadi petani, dan saya juga baru pindah dan beli sawah di
sini jadi belum tahu soal RDKK dan Kelompok Tani. Sekarang saya
cuma bisa beli pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal
dibanding harga subsidi. Karena itu saya belum bisa dapat pupuk
subsidi dan juga inormasinya kurang jelas tidak ada info apa apa tiba
tiba pupuk sudah habis saja” (Wawancara petani ibu Gina)”
4. Praktik Penyaluran Tidak Transparan
Terdapat indikasi kurangnya transparansi dalam pendistribusian
pupuk subsidi, seperti pengurangan jatah tanpa penjelasan, dan
pengutamaan kepada petani tertentu. Ketua kelompok tani Bapak Syahrum

menerangkan bahwa:

"Kadang kami tidak tahu mengapa pupuk dikurangi. Tidak ada

penjelasan dari distributor atau pihak terkait, kemungkinan ada

permainan dari pihak atas tapi kami tidak tau secara lebih jelasnya
jadi kami hanya memberikan pupuk kepada petani yang namanya ada
dalam data penerima pupuk subsidi” Wawancara Bapak Syahrum).

5. Adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain.

Desa Tanjung Pasir merupakan Desa yang memiliki lahan pertanian
yang sangat luas dan rata-rata masyarakatnya yang bertahan hidup dari hasil
pertanian itu sendiri memang sangat membutuhkan pupuk yang bersubsidi
itu karena tanpa pupuk maka kesuburan padi para petani akan berpengaruh,
petani akan sangat mengusahakan bagaimana cara untuk mendapatkan
pupuk jika stok di pengecer tidak ada. Begitu pun dengan daerah lain jika
terjadi waktu yang bersamaan ketersediaan pupuk di wilayah akan sulit.
Kepala Desa Tanjung Pasir mengatakan:

“Mungkin faktor kendala terlambatnya pupuk subsidi sampai ke
petani dikarenakan adanya waktu yang bersamaan dengan daerah
lain dikarenakan di Desa kita mayoritas penduduknya sebagai petani
jadi akan sangat memerlukan pupuk untuk kebutuhan pangan
produksi pertanian” (Wawancara Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak
Faisal Rehza S.H.,M.H)

6. Keterlambatan produksi
Keterlambatan produksi ini juga akan sangat berpengaruh ketika

musim tanam tiba jika pupuk terlambat di produksi maka akan terlambat
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juga proses pendistribusiannya. Tetapi jika produksinya cepat maka akan
lancar juga proses pendistribusiannya. Kios pengecer Bapak Ujang dan Ketua
kelompok tani Bapak Syahrum menerangkan bahwa:

"Memang dalam beberapa tahun terakhir ini ada keterlambatan dalam
pengiriman pupuk dari produsen ke distributor, yang akhirnya
berdampak juga ke kios pengecer. Salah satu penyebabnya karena
kuota dari pusat kadang belum turun sesuai jadwal, dan juga kadang
distribusi dari pabrik ke distributor terkendala logistik atau masalah
teknis produksi dari pihak produsen. Akibatnya kami sebagai kios jadi
kesulitan memenuhi permintaan petani saat masa tanam."
(Wawancara Bapak Ujang)

"Keterlambatan pupuk subsidi sangat mengganggu petani, terutama
saat musim tanam. Banyak anggota kelompok kami yang mengeluh
karena pupuk datangnya telat. Kami harus menyesuaikan jadwal
tanam, bahkan ada yang terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang
harganya lebih mahal. Harusnya pupuk sudah tersedia sebelum
musim tanam dimulai, bukan setelahnya. Kami berharap ada
perbaikan sistem distribusi dari hulu ke hilir." (Wawancara Bapak
Syahrum)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa
keterlambatan produksi dan distribusi pupuk subsidi terjadi akibat
kterlambatan turunnya kuota dari pemerintah pusat masalah teknis produksi
di tingkat pabrik produsen hambatan logistik atau pengiriman ke distributor
maupun kios. Dampaknya signifikan terhadap petani, karena waktu tanam
menjadi tidak optimal, dan mereka harus mengeluarkan biaya lebih dengan
membeli pupuk non subsidi.

Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dan kendala dalam
pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir, antara lain:
ketidaksesuaian data RDKK, terbatasnya kuota pupuk, keterlambatan
penyaluran, infrastruktur jalan yang buruk, kurangnya sosialisasi, minimnya
transparansi, adanya waktu yang bersamaan dengan daerah lain, dan

keterlambatan produksi. Kendala ini menyebabkan tidak optimalnya
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penerapan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 di tingkat Desa, serta
menurunkan efektivitas dan efisiensi program pupuk subsidi bagi petani.
4.3 Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pendistribusian Pupuk Subsidi
di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat

Pendistribusian pupuk subsidi dalam tinjauan Siyasah maliyah
merupakan suatu kebijakan yang dapat menghasilkan maslahah bagi suatu
pemerintahan. Ini sesuai dengan konsep Siyasah maliyah karena
pengaturannya bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Siyasah maliyah
merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan Islam,
yang berhubungan langsung dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan
pengeluaran negara. Konsep ini menekankan pentingnya pengaturan
keuangan negara untuk mencapai kemaslahatan umat, dengan fokus pada
kesejahteraan rakyat, pengelolaan harta, serta kekuasaan pemerintah. Dalam
hal ini, pemerintah memiliki peran untuk menjamin bahwa sumber daya
nasional dikelola secara efisien, agar dapat memberikan keuntungan yang
luas bagi masyarakat. Siyasah maliyah juga berupaya menjaga keseimbangan
antara kepentingan publik dan stabilitas ekonomi, dengan mengutamakan
distribusi kekayaan yang adil untuk kemakmuran rakyat.

Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana prinsip Siyasah maliyah
dapat diterapkan untuk memastikan pemerataan Kkesejahteraan di
masyarakat. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya yang berjudul “ Figh Islam
Wa Adillatuhu” menjelaskan bahwa hukum-hukum ekonomi dan keuangan
mengatur hak dan kewajiban individu serta negara dalam hal ekonomi dan
pengelolaan keuangan. Siyasah maliyah yang mencakup pengelolaan
anggaran negara, berorientasi pada kemaslahatan rakyat dengan
memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan sumber daya
untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan Siyasah maliyah dalam
pengembangan desa bertujuan untuk untuk memastikan ketersediaan pupuk
yang terjangkau bagi petani, meningkatkan produksi pertanian, dan menjaga

ketahanan pangan nasional.



79

Siyasah maliyah menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang
diterapkan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup hubungan
antara negara dan masyarakat, serta antar individu dalam kegiatan ekonomi
(Suntana 2010,93). Prinsip keadilan, mashlahah, dan amar ma'ruf nahi
munkar adalah acuan utama dalam pengelolaan sumber daya serta
pembangunan Ekonomi (Nirwana, 2017).

Tujuan penerapan konsep Siyasah Maliyah dalam suatu pemerintahan
salah satunya agar ketidaksetaraan antara orang kaya dan orang miskin tidak
begitu terlihat melalui distribusi ekonomi yang merata. Namun, di Desa
Tanjung Pasir Kabupaten Langkat menunjukkan ketimpangan yang cukup
signifikan, dimana sebanyak 60% penduduknya tercatat hidup di bawah
garis kemiskinan, dengan sebagian besar bergantung pada sektor
pertanianan padi untuk mata pencaharian. Sebanyak 25% penduduk di Desa
Tanjung Pasir juga tercatat belum bekerja atau pengangguran. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup menonjol diantara
masyarakat di daerah ini.

Prinsip keadilan dalam Siyasah maliyah menuntut distribusi sumber
daya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa
diskriminasi, namun dalam konteks pendistribusian prinsip ini belum
terwujud dengan baik yang mengakibatkan distribusi tidak merata.

Prinsip masahah dalam Siyasah maliyah pada pendistribusian pupuk
subsidi dalam konteks Siyasah maliyah, yakni kebijakan keuangan negara
menurut perspektif Islam, prinsip maslahah (kemaslahatan) menjadi faktor
utama dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk
dalam pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani. Maslahah
merupakan konsep dasar dalam Hukum Islam yang mengedepankan
kepentingan umum dan Kkesejahteraan masyarakat. Pupuk subsidi
merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam sektor pertanian untuk

meringankan beban biaya produksi petani dan menjamin keberlanjutan
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ketahanan pangan nasional. Dalam pandangan Siyasah maliyah,
pendistribusian subsidi semacam ini merupakan implementasi nyata dari
prinsip maslahah karena bertujuan untuk:

1. Menjaga kebutuhan pokok rakyat.

Dengan menyediakan pupuk subsidi, pemerintah turut menjaga
kelangsungan ekonomi petani kecil dan memastikan mereka tetap dapat
memproduksi bahan pangan yang menjadi kebutuhan utama
masyarakat.

2. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi

Kebijakan ini memberikan akses yang adil terhadap input
pertanian, khususnya bagi kelompok tani kurang mampu, yang sejalan
dengan semangat keadilan distributif dalam Islam.

3. Mewujudkan keadilan fiskal

Dana subsidi yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan
Belanja Negara) dialokasikan secara strategis untuk sektor produktif
yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas, sehingga
kebijakan fiskal negara tidak hanya berorientasi pada pembangunan
infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia melalui
pertanian. (Jajuli, 2017)

Namun, agar prinsip maslahah ini benar-benar terealisasi, maka
distribusi pupuk subsidi harus dilaksanakan dengan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi. Penyalahgunaan distribusi, keterlambatan, atau
praktik kecurangan dalam penyaluran pupuk justru bertentangan dengan
esensi maslahah itu sendiri karena dapat menimbulkan kerugian bagi petani
dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, dalam perspektif
Siyasah maliyah, pendistribusian pupuk subsidi tidak hanya bernilai
ekonomis, tetapi juga merupakan amanah moral dan sosial yang harus dijaga
untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Tinjauan Siyasah maliyah terhadap pendistribusian pupuk subsidi

kepada petani di Desa Tanjung Pasir Berdasarkan prinsip maslahah dalam
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perspektif Islam, Siyasah maliyah merupakan kebijakan keuangan publik
yang diambil oleh pemerintah (ulil amri) untuk mengatur dan mengelola
harta negara demi kemaslahatan umat. Siyasah maliyah tidak hanya
berorientasi pada pengumpulan dan distribusi kekayaan negara, tetapi juga
bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, serta
keberlanjutan sektor-sektor strategis, seperti pertanian. Dalam konteks ini,
pendistribusian pupuk subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
termasuk melalui Peraturan Bupati Langkat No. 1 Tahun 2015, merupakan
bentuk konkret pelaksanaan kebijakan keuangan publik dalam kerangka
maslahabh.

Pemberian pupuk subsidi kepada petani di Desa Tanjung Pasir dapat
dilihat sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip maslahah. Menurut Imam al-
Ghazali, maslahah adalah upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan
mencegah kerusakan (mafsadat), dengan mempertimbangkan perlindungan
terhadap lima magqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta. Dalam hal ini, pemberian subsidi bertujuan untuk menjaga
keberlangsungan ekonomi petani (hifs al-mal) serta mendukung ketahanan
pangan sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs).

Namun, hasil observasi dan wawancara penulis dengan pihak terkait
di Desa Tanjung Pasir menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, distribusi
pupuk subsidi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa petani
mengeluhkan keterlambatan pengiriman, kuota yang tidak mencukupi, serta
ketidaktepatan sasaran penerima. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah yang
seharusnya menjadi dasar dari sebuah kebijakan dalam perspektif Siyasah
Maliyah.Tinjauan atas pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi mencakup:
1. Maslahah Dharuriyah (Kebutuhan Primer)

Pupuk subsidi merupakan kebutuhan pokok bagi petani yang
berfungsi untuk menunjang produktivitas pertanian. Jika pupuk tidak

tersedia atau datang terlambat, maka akan berdampak langsung pada hasil
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panen dan pendapatan petani. Dalam konteks magqashid syariah, hal ini
termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwa, yang keduanya merupakan
kebutuhan primer (dharuriyah). Oleh karena itu, distribusi subsidi harus
berjalan efektif dan efisien agar tidak mengganggu siklus pertanian.

2. Maslahah Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)

Di tingkat hajiyah, pupuk subsidi mempermudah proses usaha tani.
Tanpa subsidi, harga pupuk di pasaran sulit dijangkau oleh petani kecil.
Keringanan harga pupuk ini memudahkan petani menjalankan aktivitas
pertaniannya, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi desa.
Jika subsidi terganggu, maka kesulitan akan meningkat, meskipun tidak
sampai mengancam keselamatan jiwa.

3. Maslahah Tahsiniyah (Kebutuhan Pelengkap)

Pada tingkat tahsiniyah, distribusi pupuk subsidi juga mengandung
nilai etika dan estetika dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah
wajib mendistribusikan bantuan dengan adil dan transparan. Dalam Islam,
pemimpin adalah pelayan rakyat yang harus menghindari praktik zalim,
termasuk dalam tata kelola distribusi bantuan. Ketidaktepatan sasaran dan
potensi manipulasi data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
mencerminkan lemahnya tata kelola dan tidak sejalan dengan prinsip
tahsiniyah.

Siyasah maliyah juga menekankan pada pentingnya peran aktif
pemerintah dalam menjamin keadilan sosial. Negara bertanggung jawab
untuk menjamin agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu

(QS. al-Hasyr: 7) yang berbunyi:
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Artinya; “Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(vang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar
harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah
sangat keras hukuman-Nya. (Q.s al Hasyr: 7)

Oleh karena itu, subsidi pupuk harus disalurkan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dan beberapa
petani, ditemukan adanya kasus petani aktif yang tidak memperoleh pupuk
subsidi, sedangkan individu yang tidak bertani justru tercatat sebagai
penerima. Keadaan ini menunjukkan adanya penyimpangan dari asas
keadilan (‘adl) dan amanah (amanah) dalam pemerintahan.

Selain itu, dari sisi kelembagaan, distribusi pupuk subsidi
membutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, distributor,
kelompok tani, dan aparat desa. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan
cenderung terhambat di level pelaksana. Padahal dalam konsep Siyasah
syar’iyyah, kebijakan publik yang baik harus disusun secara partisipatif dan
diawasi oleh masyarakat (hisbah). Dalam konteks ini, peran kelompok tani
dan pemerintah desa harus diperkuat agar proses distribusi berlangsung
akuntabel. Untuk memperbaiki Implementasi kebijakan distribusi pupuk
subsidi agar sesuai dengan prinsip maslahah dalam siyasah maliyah, maka
perlu dilakukan:

1. Pemerintah desa dan kelompok tani perlu melakukan validasi ulang
terhadap data petani dan luas lahan agar RDKK benar-benar
mencerminkan kebutuhan aktual.

2. Diperlukan pengawasan berbasis masyarakat (social control) untuk
menghindari penyimpangan dan permainan dalam distribusi.

3. Penggunaan Teknologi Informasi seperti sistem e-RDKK dapat

meningkatkan akurasi dan efisiensi penyaluran subsidi.
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4. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban petani dalam memperoleh pupuk
subsidi harus ditingkatkan.

Pendistribusian pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir jika ditinjau dari
perspektif Siyasah maliyah dan prinsip maslahah, pada dasarnya merupakan
kebijakan yang sangat relevan dan sesuai dengan Ajaran Islam tentang
keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian,
pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan agar benar-benar
mencapai tujuan utama kemaslahatan. Ketepatan sasaran, efisiensi distribusi,
dan keadilan dalam alokasi merupakan indikator penting yang harus
dipenuhi agar kebijakan subsidi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah

dan mampu memberikan manfaat optimal bagi petani.



BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati No 1
Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani
Perspektif Siyasah Maliyah. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian
ini yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa
Tanjung Pasir Kabupaten Langkat sudah terlaksana, walaupun demikian
masih ada keluhan-keluhan dari petani yang merasa mendapat harga di atas
HET (Harga Eceran Tertinggi). Namun dalam pendistribusian pupuk subsidi
sering terjadi masalah seperti kurangnya jatah pupuk yang masuk ke dalam
kios pengecer. Sehingga petani yang setiap tahun nya dapat bisa di tahun
berikutnya tidak dapat pupuk dikarenakan sistem dari data yang bermasalah
yang dikelola oleh pihak penyuluh atau Dinas Pertanian.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pendistribusian
pupuk sehingga terkadang pupuk lambat sampai ke tangan petani faktor
yang dimaksud adalah keterlambatan produksi, adanya pemakaian pupuk
secara bersamaan di berbagai wilayah faktor cuaca yang terkadang tidak
mendukung, ketidaksesuaian data RDKK dengan kondisi lapangan,
terbatasnya kuota pupuk subsidi, kendala transfortasi dan infrastruktur,
kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pupuk subsidi, dan praktik
penyaluran tidak transparan,.
3. Berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah, distribusi pupuk subsidi
seharusnya mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umat), keadilan,
dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Namun dalam praktiknya, masih
terdapat ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan subsidi pupuk semestinya

mendukung kesejahteraan petani kecil sebagai bagian dari tujuan Syariah
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(Magqashid Syariah), khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan

pangan nasional.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pendistribusian
pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Perspektif Siyasah Maliyah. Penulis memberikan saran atau masukan sebagai

berikut :

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi
Perbup No. 1 Tahun 2015, terutama dalam aspek distribusi dan
penyaluran pupuk di tingkat bawah agar lebih tepat waktu dan tepat
sasaran.

2. Untuk pengecer atau agen pupuk agar kiranya memberikan informasi yang
jelas kepada petani mengenai harga pupuk yang sebenarnya dan jika ada
biaya-biaya tambahan agar kiranya disampaikan kepada petani agat tidak
terjadi kesalahpahaman mengenai harga.

3. Perbaikan sistem pendataan petani dan kebutuhan pupuk, seperti RDKK,
perlu dilakukan dengan melibatkan semua kepentingan, termasuk
Kelompok Tani, aparat desa, dan penyuluh pertanian agar data lebih valid
dan adil.

4. Penerapan prinsip-prinsip siyasah maliyah harus sesuai dengan aturan
pengambilan kebijakan subsidi, yakni dengan menjadikan kemaslahatan
petani sebagai prioritas utama serta menghindari praktik-praktik yang

merugikan masyarakat kecil.
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. Bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, periu
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Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam
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Lampiran III

Peraturan Bupati Langkat No 1 Tahun 2015

! BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 0l TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGG! ( HET )
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Peternakan Nomor 400/Disnak/Prod/X11/2014 tanggal

24 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi.

2. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nomor 500 — 535/DPK/ 2014

tanggal 17 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi Tahun
2015.

3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 525-
4163/HUTBUN-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Rencana
Sebaran per Kecamatan Pupuk Bersubsidi Sub, Sektor Perkebunan
Kabupaten Langkat Tahun 2015 dan surat Nomor 525-4151/HUTBUN-

. 11I/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Realokasi Pupuk Bersubsidi
Tahun 2015,

4. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Nomor 721/KP/2014
tanggal 24 Desember 2014 perihal Rencana Sebaran per-Kecamatan
Pupuk Bersubsidi sub Sekior Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Langkat Tahun 2015.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk

sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi
komoditas pertanian;

b. bahwa untuk..............
|

4




Mengingat

-

bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelani dalam penerapan
pemupuxan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga
yang wajar sampai ketingkat petani:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubemur Sumatera
Utara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Peranian di Propins:
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015, periu ditindakianjuti dl tingkat
Kabupaten;

bahwa Dinas Peternakan dan Dinas Perkanan Kelautan tidak
membutuhkan pupuk bersubsidi sehingga direalokasikan kepada SKPD

yang membutuhkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hund a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk Bersubsidi untuk
sektor pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2015;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomer 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1939 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tk.ll Langkat dari Wilayah Kodya Dati Il Binjai ke Kofa
Stabat di Wilayah Kabupaten Dati Il Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9),

Peraturan Pemcrintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubghan Batas
wilayah Kota Madya Daerah Tk |i Binjai, Kabupaten Daerah Tk. Il Langkat
dan Kabupaten Daerah Tkl Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republix

Indonesia Nomor 3322),

Peraturan Pemerintah Nomaor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4079);

Peraturan Pemenntah Nomer 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2002 Nemor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4254),

!

9 Keputusan Menten

7/
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Menetapkan

10

11

12

13

Keputusan Mentern Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210/ 4 / 2003 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk

An-Organik,

Peraturan Menteri Pertanian Republiik Indonesia Nomor 130 / Permentan /
SR.130 / 11/ 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Terunggi (HET)
Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015,

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupalen Langkat,

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 3);

Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2014
tanggal 19 Desember 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran
2015;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat

2

Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemernntahan daerah

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan
Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

Harga Eceran Tertingg! yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini
IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani

yang ditetapkan oleh Menten Pertanian.

Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang

ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor

7. Sektor Pertanjan .... ..
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10.

11

12

13.

14

(1)

(2)

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan,
hottikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman
pangan atau holtikultura dengan luasan tertentu

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya
tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu,

Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang
mengusahakan lahan, milik sendin atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang
tidak memiliki izin usaha,

Kelompok tanl adalah kumpulan petani yang mempunyal kesamaan kepentingan dalam
memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha
tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama
pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh BupatiWalikota atau pejabat yang
ditunjuk.

Rencana Definitif Kebuluhan Kelompok Tani yang selanjuinya disebut RDKK adalah
perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidl yang disusun kelompok tani berdasarkan
luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan

dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik
lokasi.

Pelaksanaan subsidl pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagal
pelaksana penugasan untuk subsidl pupuk.

BAB 1|
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan

lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam
pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) A per keluarga petani kecuali

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi
perusahaan tanaman pangan, hortikultura, parkebunan, petemmakan atau perusahaan

perikanan budidaya,
Pasal 3

Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis Pupuk,

Jumiah kebutuhan dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan
ini sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini,
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Pasa 4

Aiokast Pupur Bersubsidr  berasal dan usulan yang diajukan oleh Petarny, Pekebun
Peternak, Pembudaaya lkan dan atou Udang berdasarkan RDKK yang disetuju oleh
Petugas Tevns. Penyuiuh atau KUPTD Instans: terkat di Kecamatan masing - masing

Pasal 5

Dinas yang membicangl lanaman pangan, hoitkultura, pelemakan, perkebunan dan
pembudiyaan kan atau udang wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok taninya
masing - masing untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tanl dan atau kemampuan
penyerapan pupuk di ingkat petani di wilayahnya

Pasal 6

Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi bilamana terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui
realokasi antar wilayah, waklu dan subsektor

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di sualu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi,
pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di  wilayah

bersangkutan dari sisa alckasi bulan sebelumnya dan / atau dani alokasi bulan benkutnya
dangan hidak melampaui alokasi 1 (salu) tahun

BAB Il
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdin atas pupuk

anorganik aan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi
pupuk

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi penyalur di lini IV dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi untuk seklor pertanian yang berlaku

Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani atau

Kelompok Tam diatur sebagai benkut

a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan ROKK sesuai dengan
wilayah tanggung jawabnya.

b Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada hund a memperhatikan
kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi di masing masing wilayah
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(1)

(2)

M

(2)

k1)

¢ Peryuhuan pupdh seDagamany dmaksud £ada huru! a sesud dengan prnsp & (Enam)
woat ya'u ena umiah herga, lempet waxly can lepat muty

Optmalsaw peman’astan pupuk Dersubsah o ingkatl petarwWelompok Tani Ceasuxan
melay PENIaMPNgan PENaTasen pemupuran bermbang spesfik lokasi oeh penyuiuh

Pengawasan peryaluran puduk bersubsid & ln IV ke petani didakukan oeh petugas
pengawns yang dtunck sebaga satu kesatusn dan Komg Pengawasan Pupuk dan
Pestada ( KP3 ) & Daerah

Pasal 8

Pelaksana Submd Pupuk sebagaimana cimaksud dalam Pasal 7 penyalur o lini Uil dan
penyalur o1 kv IV wa)b menamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat aibutuhkan petan,
pekebun, peternak dan petambak di wilayah langgung jawabnya sesual ketentuan yang
beriaku

Untuk menamin ketersediaan pupuk sebageimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana
subsidi pupuk beckoordinasi dengan dinas terxalt untuk penysrapan pupuk bersubsich sesuai
ketentuan yang bertaku

Pasal 10

Penyalur di i IV yang diunjuk harus menjual pupuk borsubsidi sesuai Harga Eceran
Tertingg! ( HET )

m.EumTuwW(m)mww-nwaMlMMna(t)
ditetapkan sebagai berkut

a  Pupuk Urea Rp 1800-perkg
b. Pupuk SP-36 Rp 2000, per kg
¢ Pupuk ZA Rp 1400, perkg
g Pupuk NPK Phonska (15 15 15) Rp 2 300, por kg
e Pupuk Organik Rp  500.- per kg

Harga Fraran Tertingg: (MEY) Pupuk Beraubeids scbeyainana Jdimeksud pada ayat (2)
berlaky untuk pembelian cleh Kelompok Tanl atau Petan, Pekebun, Petemnak. Petambak di
lini IV secara tuna galam kemasan sobagl berikut -

Pupuk Urea S0kg

Pupuk SP-36 50kg

Pupuk ZA S0kg

Pupuk NPK Phonska (15 15 15) 50 kg atau 20 kg
Pupuk Organa 40 atau 20 kg

Pasal 11
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Pasal 11

Fomasan pupuk bersubeit sebagaimana dmaksud dalam Pasal 10 ayal () harus diben
“MMM.MMMlumW‘MM
petuisean

Barang Dalam Pengawasan

Rhusus pengadean dan penyaliran pupuk urea bersubsidi berwarma pink  dan pupuk ZA
bersubag berwama oranga

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12
Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantavan dan pengawasan terhadop

panyediaaan dan penyaluran pupuk bersubsidl di lini | s/d lini IV sebagaimana diastur dalam
Peraturan Menten Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

untuk sektor pertanian yang beraku
Pasal 13

Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib melakukan

pemantauan dan Pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk
bersubsidi dan Pestisida

Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah dalam melaksanakan
tugasaya dibantu oleh penyuluh.
Pasal 14

Komisi Pengawasan Pupuk bersubsidi dan Pestisida (KP3) Daerah wajib menyampaikan
laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupat

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun

2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk bersubsids untuk

mmhbuumumnmmmzoummmmm
beraxu

Pasal 16. ...
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Pasal 16

Hdhdmmmdmddampvawmauuﬁmw.mwm
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Langkat

Pasal 17
Peraturan Bupat Langkal in1 mulas bertaku pada tanggal 1 Januar 2015,

Agar seliap orang mengetanuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati Langkat
i dengan penempatannnya dalam Berta Daerah Kabupaten Langkat

| JADETAN [PARAR bretsmana St
pada tanggal ' Januan 2015

lgruse voe o rege su
5.4 ek NSl
‘

FRUITEN - ¢ pegpyatur

LW o, »

BUPATI LANGKAT,

| T - T oAV

% aridml ot N

H. NGOGESA SITEPU

Dwndangkan di  Stabat
pada langgal 12 Januan 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

w

H. INDRA SALAHUDIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015NOMOR 21
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Lampiran IV
Surat Izin Penelitian

P KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG

FAKULTAS SYARIAH
Alamat: JI. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 — Fax. 20923
Website: /v uinib.ac.id E-mail: fsyarizh@uinib.ac.id

Nomor  : B.1188/Un.13/FS/PP.00.9/05/2025 16 Mei 2025
Lamp. 2 &
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth: 1. Kepala Desa Tanjung Pasir
2. Ketua Kelompok Tani Anugerah
3. Owner Kios Kelompok Tani Anugerah
UD. MHD HUSAINI

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari‘ah
UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama :  Anggi Riani
NIM : 2113030168
Smt/ Jurusan . VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penclitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul :  Implementasi Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 Tentang
Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah
Maliyah

Lokasi Riset : 1. Kantor Desa Tanjung Pasir

2. Kelompok Tani Anugerah
3. Kios Kelompok Tani Anugerah UD. MHD HUSAINI

Waktu Riset ;16 Mei s/d 16 Juli 2025

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan
memberikan izin penelitian sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan
penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan

Dokumen



Lampiran V

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PANGKALAN SUSU

KANTOR KEPALA DESA TANJUNG PASIR

Jalan Paluh Tabuhan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kode Pos 20858

Nomor . 16 TP/ VI 12025
Lamp :

Hal : Ijin Penelitian
Dengan hormat,

Tanjung Pasir, 16 Juni 2025

Kepada Yth:

Ka.Universitas Islam Negeri Imam Bonjol
Padang Fakultas Syari’ah
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Fakultas Syari’ah
Nomor : B.1188/Un.13/FS/PP.00.9/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Mohon izin Penelitian

Berkenaan dengan hal terscbut bersama ini kami dari Pemerintahan Desa Tanjung Pasir
Memberi izin Kepada :

NO

NAMA

NIM

JURUSAN

1

ANGGI RIANI

2113030168

VIII/Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten
Langkat.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PANGKALAN SUSU
DESA TANJUNG PASIR

Alamat: Jalan Paluh Tabuhan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu

SURAT KETERANGAN
Nomor : 471- _IL/SK/TP/ VI /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : FAISAL REHZA, ST,SH
Jabatan : KEPALA DESA TANJUNG PASIR KEC.PKL.SUSU

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama :  ANGGI RIANI

b. Jenis kelamin 1 Perempuan

c. NIM : 2113030168

d. Bangsa/ Agama . Indonesia/ Islam

e. Status 1 Belum Kawin

f. Jurusan : VII/ Hukum Tata Negara

benar nama tersebut diatas Penduduk Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten
Langkat.

Diterangkan bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian
Lapangan untuk kepentingan Penulisan Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No

1 tahun 2015 tentang pendistribusian Pupuk Subsidi kepada petani perspektif Siyasah Maliyah di
Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

«WQIZF,S:'F

20 Juni 2025
2N
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Lampiran VI
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Kelompok Tani

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawabh ini:
Nama: Syahrum

Jabatan: Ketua Kelompok Tani Anugerah

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:
Nama: Anggi Riani
Nim: 2113030168

Jurusan: Hukum Tata Negara

Adalah benar telah melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan
skripsi pada Kios Kelompok Tani Anugerah pada hari Jumat, 20 Juni 2025 dengan judul
penelitian “Implementasi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk
Subsidi Kepada Petani Perspektif Siyasah Maliyah™.

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pangkalan Susu, 20 Juni 2025
Ketua Kelompok Tani Anugerah
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Lampiran VII

0 ©

10.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pertanyaan wawancara untuk Kepala Desa Tanjung Pasir

Apakah Bapak mengetahui adanya Peraturan Bupati No. 1 Tahun
2015 tentang pendistribusian pupuk subsidi?

Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Bupati tersebut di Desa
Tanjung Pasir?

Apakah pihak desa dilibatkan dalam proses pendataan petani
penerima pupuk subsidi?

Bagaimana prosedur pendistribusian pupuk subsidi di desa ini, dari
awal hingga sampai ke tangan petani?

Apakah ada koordinasi antara pihak desa dengan pihak
distributor/penyalur pupuk subsidi?

Apa kendala yang sering dihadapi dalam pendistribusian pupuk
subsidi di desa?

Menurut Bapak, apakah pendistribusian pupuk subsidi sudah berjalan
secara adil dan transparan?

Apakah petani terbantu dengan adanya program pupuk subsidi?
Dalam pandangan Bapak, apakah pendistribusian pupuk subsidi ini
sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam?

Apa harapan Bapak agar kebijakan ini lebih sesuai dengan prinsip
keuangan negara yang islami (Miyasah maliyah)?

B. Pertanyaan wawancara untuk Ketua Kelompok Tani

8.

9.
10.

Bagaimana alur pendistribusian pupuk subsidi dari pemerintah
hingga sampai ke petani di kelompok tani?

Apakah kelompok tani menyusun dan mengajukan RDKK (Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok)?

Bagaimana keterlibatan kelompok tani dalam proses penyaluran
pupuk subsidi?

Apakah pupuk subsidi yang diterima mencukupi kebutuhan petani di
kelompok Anda?

Apakah ada keterlambatan dalam penyaluran pupuk subsidi? Jika iya,
sejauh mana dampaknya?

Apakah pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak?
Pernahkah terjadi penyalahgunaan atau penyaluran pupuk ke pihak
yang tidak berhak?

Bagaimana hubungan dan koordinasi kelompok tani dengan
pemerintah desa terkait pendistribusian pupuk subsidi?

Menurut Bapak, apakah sistem distribusi pupuk subsidi sudah adil?
Apakah kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah
terhadap kepentingan rakyat kecil (petani)?



110

C. Pertanyaan wawancara dengan kios pengecer

1.

2.

w

ot

0O ®©

Bagaimana prosedur penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke
kios Bapak?

Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk subsidi dari kios ke petani
atau kelompok tani?

Apakah penyaluran selalu berdasarkan RDKK?

Apakah pupuk subsidi yang dikirim ke kios selalu mencukupi sesuai
permintaan kelompok tani?

Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk subsidi di kios?
Apakah ada pengawasan dari pemerintah daerah atau dinas pertanian
terhadap penyaluran pupuk subsidi?

Apakah harga pupuk subsidi sudah ditentukan oleh pemerintah?
Berapa harga per sak atau per kilogram?

Apa saja kendala utama dalam proses distribusi pupuk subsidi?
Bagaimana solusi yang biasanya dilakukan jika terjadi keterlambatan
pengiriman pupuk?

10.Apa harapan Bapak/Ibu agar pendistribusian pupuk subsidi ke

depannya lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan etika
Islam?

D. Pertanyaan wawancara dengan petani Desa Tanjung Pasir

1.

w

No

9.

Apakah Bapak/Ibu termasuk penerima pupuk subsidi dari
pemerintah?

Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan pupuk subsidi?

Apakah harus melalui kelompok tani atau langsung dari pengecer?
Berapa kali dalam satu musim tanam Bapak/Ibu menerima pupuk
subsidi?

Apakah pernah mengalami kekurangan pupuk atau keterlambatan
dalam penyaluran?

Jenis pupuk subsidi apa saja yang biasanya diterima?

Apakah pernah ada perbedaan harga atau tambahan biaya saat
menerima pupuk subsidi?

Bagaimana perasaan Bapak/Ibu terhadap adanya bantuan pupuk
subsidi ini?

Apakah semua petani di desa menerima pupuk subsidi sesuai
kebutuhan?

10.Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah agar bantuan pupuk

subsidi ini lebih baik ke depannya?
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Lampiran VIII

Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Pasir Bapak Faisal Rehza, S.T.,
S.H.
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3. Wawancara dengan petani Desa Tanjung Pasir
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